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KATA PENGANTAR 

Assalamu`alaikum wr.wb. 

Salam sejahtera 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Loka POM di 

Kabupaten Sorong Tahun 2024 dapat diselesaikan. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud 

pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong 

kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain 

itu, hal ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban 

dalam pelaksanaan anggaran negara. 

Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya terus berupaya meningkatkan strategi dalam menghadapi 

tantangan dan hambatan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten, 

pemantapan sumber daya yang profesional, serta perbaikan dan pengadaan sarana 

dan prasarana yang lebih memadai. 

Dalam laporan tahunan ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan 

yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sepanjang tahun 2024, antara 

lain pengambilan sampel obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana 

produksi dan distribusi obat dan makanan, pengawasan iklan dan penandaan, 

penyidikan dan pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan. Selain itu, 

disampaikan pula upaya Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pemberdayaan 

masyarakat/konsumen serta pendampingan pelaku usaha UMKM, baik yang 

dilakukan secara mandiri maupun bermitra dengan lintas sektor terkait. Loka POM di 

Kabupaten Sorong di tahun 2024 juga berhasil mempertahankan surat rekomendasi 

hasil Audit Surveilan SNI ISO 9001:2015 dari PT. Sucofindo selaku auditor eksternal 

Quality Management System yang menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten 

Sorong telah melaksanakan kegiatan sesuai prosedur. 
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Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten 

Sorong serta mitra kerja atas hasil yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Sorong 

selama tahun 2024.  

Semoga Laporan Tahunan ini memberi kontribusi yang positif sebagai bahan 

evaluasi, pertimbangan dan informasi untuk meningkatkan kinerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat dan 

makanan di tahun yang akan datang. 

    

       Aimas, 27 Maret 2025 

       Kepala Loka POM di Kab. Sorong, 

 

 

 

       Rizki Okprastowo, S.Farm.,Apt 
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SNI ISO 9001:2015 

Pada tahun 2024 Loka POM di 

Kabupaten Sorong berhasil 

mempertahankan surat rekomendasi 

hasil Audit Surveilan SNI ISO 

9001:2015 dari PT.Sucofindo selaku 

auditor eksternal Quality 

Management System. Adanya 

sertifikat tersebut memacu Loka POM 

di Kabupaten Sorong untuk 

melaksanakan Pengawasan Obat 

dan Makanan serta pelayanan publik 

di Wilayah Sorong Raya sesuai 

dengan ISO yang telah ditetapkan. 

Hasil dari proses audit di Loka POM 

di Kab. Sorong terkait hal teknis 

ataupun administratif yang harus 

diperbaiki untuk menunjang kinerja 

Loka POM di Sorong lebih baik. 

 

 

 

Forum Komunikasi dalam Rangka 

Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak 

Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi dan 

Pelayanan ONPP 

 

Pengawasan sarana distribusi obat dan 

sarana pelayanan kefarmasian di wilayah 

Papua Barat Daya merupakan tanggung 

jawab bersama antara Loka POM di 

Kabupaten Sorong, pemerintah daerah, 

organisasi profesi, pelaku usaha, lintas sektor 

terkait dan masyarakat. Untuk menunjang 

pengawasan yang optimal, maka Loka POM 

di Kabupaten Sorong mengadakan Forum 

Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan 

Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan 

Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan 

Kefarmasian pada 17 Desember 2024 secara 

hybrid di Vega Hotel & Convention Sorong 

dan daring. 

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari 

Dinas Kesehatan Kota Sorong, Kabupaten 

Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, 
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Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten 

Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, 

Ketua PD IAI Papua Barat Daya, 

Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC 

IAI Kabupaten Sorong, Ketua PC IAI 

Kab. Sorong Selatan, Ketua PC IAI 

Kab. Tambrauw, perwakilan PC IAI 

Kab. Raja Ampat, perwakilan PC IAI 

Kab. Maybrat, serta pelaku usaha 

obat baik pemerintah maupun swasta 

ini menjadi sarana diskusi dan 

penguatan komitmen stakeholder 

dalam mendukung sistem 

pengawasan obat dan makanan yang 

komprehensif (full spectrum). 

 

Pemberian apresiasi kepada pelaku 

usaha yang secara optimal 

menerapkan pengelolaan obat yang 

baik serta konsisten dalam 

melakukan perbaikan yang 

berkelanjutan menjadi salah satu 

agenda dalam kegiatan ini. 

Pencanangan Gerakan 

Pengendalian Resistensi 

Antimikroba di Papua Barat Daya 

(GRADASI NODA) 

 

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan 

organisasi profesi, pelaku usaha, dan 

masyarakat dalam upaya pencegahan 

resistensi antimikroba di Kota Sorong dan 

Kabupaten Sorong, Loka POM di Kabupaten 

Sorong menyelenggarakan Kegiatan 

Pencanangan GRADASI NODA pada 26 Juli 

2024 bertempat di Aula Kantor Loka POM di 

Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dihadiri oleh 

Ketua PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC IAI 

Kota Sorong, Ketua PC IAI Kabupaten 

Sorong, serta perwakilan pelaku usaha obat. 

Selama tahun 2021-2024, ditemukan isu-isu 

terkait pengelolaan obat beredar (post-

market) pada sarana distribusi dan pelayanan 

kefarmasian di wilayah Provinsi Papua Barat 

Daya, di antaranya terkait pengelolaan 

antimikroba. Untuk menunjang upaya 

pencegahan resistensi antimikroba, salah 

satu langkah strategis yang dilakukan oleh 

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah 

dengan meningkatkan keterlibatan profesi 
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apoteker dan pelaku usaha untuk 

mengambil peran keikutsertaannya 

dalam mencegah penggunaan 

antimikroba yang misuse (salah) dan 

overuse (berlebihan), serta dalam 

memberikan edukasi kepada 

masyarakat untuk bijak 

menggunakan antimikroba. Dengan 

demikian, sarana-sarana pelayanan 

kefarmasian seperti apotek, 

puskesmas, dan klinik dapat menjadi 

tempat dimana masyarakat menjadi 

teredukasi untuk bijak menggunakan 

antimikroba dan bukan sebaliknya. 

Melalui kegiatan ini, disepakati 

komitmen upaya pengendalian 

resistensi antimikroba yang salah 

satunya dilakukan dengan 

melibatkan sarana-sarana pelayanan 

kefarmasian dalam memberikan 

edukasi kepada masyarakat. Kepala 

Loka POM di Kabupaten Sorong 

secara simbolis menyerahkan atribut 

edukasi antimikroba kepada  Ketua 

PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC 

IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kab. 

Sorong, dan Branch Manager Kimia 

Farma Apotek Papua Barat Daya. 

Perluasan Program Ayo Buang 

Sampah Obat dengan Benar 

(ABSO) 

 

Perluasan Program Ayo Buang Sampah Obat 

dengan Benar (ABSO) pada 17 Desember 

2024 yang dilakukan hybrid di Vega Hotel & 

Convention merupakan langkah yang 

dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten 

Sorong dalam melibatkan elemen masyarakat 

dalam upaya pengendalian AMR dan 

mencegah penyalahgunaan obat termasuk 

sisa kemasannya serta mewujudkan 

kepedulian terhadap lingkungan dari cemaran 

sampah obat. Pencanangan Gerakan ABSO 

di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong pada 

tahun 2023 yang masih terbatas pada 

beberapa sarana apotek perlu untuk diperluas 

dengan menambah cakupan partisipan baik 

dari pedagang besar farmasi, rumah sakit, 

klinik, puskesmas dan apotek, salah satunya 

dengan skema Corporate Social 

Responsibility (CSR) khususnya dalam hal 

pemusnahan sampah obat, sehingga forum 

yang dirangkaikan dengan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut 

Pengawasan ONPP ini merupakan wadah 

bagi perluasan program ABSO di Provinsi 

Papua Barat Daya. 
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Melalui forum ini, Kepala Loka POM 

di Kabupaten Sorong secara simbolis 

menyerahkan atribut program ABSO 

kepada perwakilan PD IAI Papua 

Barat Daya, PC IAI Kota Sorong, 

Kab. Sorong, Tambrauw, dan 

Maybrat. Apresiasi dalam bentuk 

penyerahan penghargaan juga 

diberikan kepada sarana yang telah 

memberikan komitmen dalam 

melaksanakan program ABSO 

selama tahun 2023-2024. 

Joint-Inspection Dalam Rangka 

Penguatan Kompetensi Pengawas 

  

 

Petugas pemeriksaan Loka POM di 

Kabupaten Sorong bersama dengan 

inspektur dan petugas pemeriksaan 

dari Balai Besar POM di Surabaya, 

Balai Besar POM di Mataram, dan 

Balai POM di Tangerang melakukan 

pemeriksaan bersama terhadap 

sarana produksi dan distribusi skala 

nasional dan lokal yang berada di 

Kota Surabaya, Kabupaten 

Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota 

Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan 

Kabupaten Tangerang. 

 

 Joint-Inspection bersama dengan Balai 

Besar/Balai POM dilakukan dalam rangka 

peningkatan kompetensi petugas utamanya 

dalam memperkaya jam terbang dan 

pengalaman.   

Pengawasan Pangan Rutin Khusus dan 

Uji Cepat Takjil Selama Ramadhan dan 

Idul Fitri Tahun 2024 

 

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan 

pengawasan keamanan pangan (PRK) bagi 

masyarakat khususnya selama Ramadhan 

dan menjelang Idul Fitri 2024 dengan target 

produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), 
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kedaluwarsa, dan rusak pada sarana 

peredaran pangan. Pengawasan 

PRK Ramadhan dilakukan sebanyak 

6 tahap dengan cakupan Kabupaten 

Sorong dan Kota Sorong. Kegiatan 

pengawasan juga dirangkaikan 

dengan kegiatan uji cepat takjil. 

Pengawasan PRK Ramadhan 

dilakukan bersama dengan 

Pemerintah Daerah antara lain Dinas 

Kesehatan, Dinas Perdagangan, 

PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, 

Dinas Pertanian, dan Kepolisian. 

Intensifikasi Pengawasan Pangan 

Olahan menjelang Natal 2024 dan 

Tahun Baru 2025 

 

Dalam rangka pengawalan 

keamanan pangan bagi masyarakat 

menjelang Natal dan Tahun Baru 

2025, Loka POM di Kabupaten 

Sorong melakukan intensifikasi 

Pengawasan Pangan Olahan dengan 

target produk pangan olahan Tanpa 

Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan 

rusak pada sarana peredaran 

pangan. Intensifikasi pengawasan pangan 

dilakukan sebanyak 5 tahap dengan cakupan 

wilayah pengawasan di Kota Sorong, 

Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong 

Selatan, Kabupaten Raja Ampat,  Kabupaten 

Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. 

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang 

Natal dan Tahun Baru 2024 dilakukan 

bersama dengan Pemerintah Daerah antara 

lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, 

Dinas Ketahanan Pangan, PTSP dan 

Kepolisian. 

Intensifikasi Pengawasan Klinik 

Kecantikan 

 

Loka POM di Kabupaten Sorong 

meningkatkan pengawasan peredaran 

kosmetik di klinik kecantikan melalui kegiatan 

Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan. 

Kegiatan intensifikasi pengawasan ini 

bertujuan untuk memutus mata rantai supply 

and demand kosmetik ilegal dan/atau 

mengandung bahan dilarang dan/atau bahan 

berbahaya. 
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Upaya pemutusan dilakukan di 

seluruh titik yang terlibat dalam rantai 

pasokan kosmetik, termasuk pada 

fasilitas distribusi kosmetik, hingga 

konsumen pengguna kosmetik. 

Intensifikasi pengawasan klinik 

kecantikan dilakukan untuk 

melindungi masyarakat dari kosmetik 

yang mengandung bahan dilarang 

dan/atau bahan berbahaya. 

Intensifikasi Pengawasan Obat 

Tradisional Ilegal dan/atau 

Mengandung Bahan Berbahaya 

 

Upaya pemberantasan obat 

tradisional illegal dan/atau 

mengandung bahan kimia berbahaya 

harus dilakukan di seluruh titik, 

termasuk pada fasilitas distribusi 

seperti depot jamu. Sebagai upaya 

untuk memutus mata rantai supply 

and demand obat tradisional illegal 

dan/atau mengandung bahan kimia 

berbahaya, Loka POM di Kabupaten 

Sorong melakukan Intensifikasi 

Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau 

Mengandung Bahan Berbahaya di rantai 

distribusi antara lain depot jamu dan kios 

jamu. 

Joint-Inspection Dalam Rangka 

Penguatan Kompetensi Pengawas 

  

 

Petugas pemeriksaan Loka POM di 

Kabupaten Sorong bersama dengan 

inspektur dan petugas pemeriksaan dari Balai 

Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di 

Mataram, dan Balai POM di Tangerang 

melakukan pemeriksaan bersama terhadap 

sarana produksi dan distribusi skala nasional 

dan lokal yang berada di Kota Surabaya, 

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, 

Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah 

dan Kabupaten Tangerang. 
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Joint-Inspection bersama dengan 

Balai Besar/Balai POM dilakukan 

dalam rangka peningkatan 

kompetensi petugas utamanya dalam 

memperkaya jam terbang dan 

pengalaman.   

Pengawasan Pangan Rutin 

Khusus dan Uji Cepat Takjil 

Selama Ramadhan dan Idul Fitri 

Tahun 2024 

Loka POM di Kabupaten Sorong 

melakukan pengawasan keamanan 

pangan (PRK) bagi masyarakat 

khususnya selama Ramadhan dan 

menjelang Idul Fitri 2024 dengan 

target produk pangan olahan Tanpa 

Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan 

rusak pada sarana peredaran 

pangan. Pengawasan PRK 

Ramadhan dilakukan sebanyak 6 

tahap dengan cakupan Kabupaten 

Sorong dan Kota Sorong. Kegiatan 

pengawasan juga dirangkaikan 

dengan kegiatan uji cepat takjil. 

Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan 

bersama dengan Pemerintah Daerah antara 

lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, 

PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 

Pertanian, dan Kepolisian. 

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan 

menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 

2025 

 

Dalam rangka pengawalan keamanan 

pangan bagi masyarakat menjelang Natal dan 

Tahun Baru 2024, Loka POM di Kabupaten 

Sorong melakukan intensifikasi Pengawasan 

Pangan Olahan dengan target produk pangan 

olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, 

dan rusak pada sarana peredaran pangan. 

Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan 

sebanyak 5 tahap dengan cakupan wilayah 

pengawasan di Kota Sorong, Kabupaten 

Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan 

Kabupaten Tambrauw. 

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang 

Natal dan Tahun Baru 2024 dilakukan 

bersama dengan Pemerintah Daerah antara 

lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, 
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Dinas Ketahanan Pangan, PTSP, 

Dinas Pertanian dan Kepolisian. 

 

Intensifikasi Pengawasan 

Kosmetik 

 

Loka POM di Kabupaten 

Sorong meningkatkan pengawasan 

peredaran kosmetik di klinik 

kecantikan melalui kegiatan 

Intensifikasi Pengawasan Klinik 

Kecantikan. Kegiatan intensifikasi 

pengawasan ini bertujuan untuk 

memutus mata rantai supply and 

demand kosmetik ilegal dan/atau 

mengandung bahan dilarang 

dan/atau bahan berbahaya. 

Upaya pemutusan dilakukan di 

seluruh titik yang terlibat dalam rantai 

pasokan kosmetik, termasuk pada 

fasilitas distribusi kosmetik, hingga 

konsumen pengguna kosmetik. 

Intensifikasi pengawasan klinik 

kecantikan dilakukan untuk 

melindungi masyarakat dari kosmetik yang 

mengandung bahan dilarang dan/atau bahan 

berbahaya.  

Intensifikasi Pengawasan Obat 

Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung 

Bahan Berbahaya 

 

Upaya pemberantasan obat tradisional 

ilegal dan/atau mengandung bahan kimia 

berbahaya harus dilakukan di seluruh titik, 

termasuk pada fasilitas distribusi seperti 

depot jamu. Sebagai upaya untuk memutus 

mata rantai supply and demand obat 

tradisional ilegal dan/atau mengandung 

bahan kimia berbahaya, Loka POM di 

Kabupaten Sorong melakukan Intensifikasi 

Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau 

Mengandung Bahan Berbahaya di rantai 

distribusi antara lain depot jamu dan kios 

jamu. 
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Pemusnahan Temuan Produk 
Obat dan Makanan Ilegal  
Oleh Loka POM Sorong 

 

 

Dalam rangka memastikan produk 

obat dan makanan yang beredar di 

wilayah kerja Loka POM Sorong 

aman untuk digunakan atau 

dikonsumsi, Loka POM Sorong 

melakukan pemusnahan terhadap 

temuan produk obat dan dan 

makanan ilegal. temuan produk obat 

dan makanan ilegal yang 

dimusnahkan merupakan hasil 

temuan pemeriksaan selama kurun 

waktu 2019-2024. Jumlah produk 

obat dan makanan yang 

dimusnahkan sebanyak 3.524 pieces 

dengan nilai ekonomis sebesar Rp. 

495.267.576,00 (Empat Ratus 

Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus 

Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Tujuh 

Puluh Enam Rupiah). Dalam kegiatan 

pemusnahan tersebut turut dihadiri 

lintas sektor terkait yang berada 

dalam wilayah kerja Loka POM Sorong.  

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

 

KIE merupakan kegiatan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang obat dan makanan yang aman. 

Kegiatan ini rutin dilakukan     setiap bulan 

dengan sasaran KIE yang beragam, mulai 

dari anak sekolah, mahasiswa, pelaku usaha, 

lintas sektor, sampai masyarakat umum. 

Materi yang diberikan juga beragam 

menyesuaikan dengan sasaran KIE serta 

trend isu keamanan obat dan makanan. KIE 

dilakukan dengan metode tatap muka 

langsung dan juga melalui media sosial. 
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Sampling Obat dan Makanan 

 

Pelaksanaan sampling Obat dan 
Makanan post market yang 
dilaksanakan oleh Petugas 
Pengawas Farmasi dan Makanan 
Loka POM di Kab. Sorong. Sampling 
dan pengujian Obat dan Makanan 
merupakan upaya pengawasan untuk 
menjaga integritas mutu, keamanan 
dan khasiat Obat dan Makanan yang 
beredar (post-market surveillance 
control), yang dilaksanakan dengan 
pendekatan risiko (risk-based). 
Pelaksanaan sampling Obat dan 
Makanan dilakukan di seluruh kota 
dan kabupaten yang berada di 
wilayah Provinsi Papua Barat Daya, 
pada berbagai sarana distribusi dan 
pelayanan kefarmasian baik yang 
melakukan peredaran secara offline 
maupun online. Sampling Obat dan 
Makanan dilakukan terhadap produk 
Obat dan Makanan yang beredar 
pada pedagang besar farmasi, 
gudang farmasi pemerintah, 
puskesmas, rumah sakit, apotek, 
klinik, ritel pangan olahan, sarana 
distribusi kosmetik, depot jamu, 
sarana distribusi obat bahan alam 
dan suplemen kesehatan, serta 
sarana yang melakukan penjualan 
secara online. 

 

 

Laboratorium Keliling (MOBLING) 

 

Laboratorium keliling yang dilaksanakan oleh 

Loka POM di Kab. Sorong dalam rangka 

melaksanakan pengujian pangan jajan anak 

sekolah (PJAS) dan juga pengujian takjil saat 

bulan Ramadhan. Pengujian PJAS dan 

pengujian takjil ini bertujuan untuk menjaga 

keamanan pangan yang beredar di sekitar 

lingkungan sekolah dan juga yang beredar di 

masyarakat. 

Parameter yang diuji dalam pelaksanaan 

MOBLING ini meliputi uji formalin, boraks, 

pewarna rhodamin B, pewarna metanil 

yellow, Identifikasi Pb, dan siklamat. 

Pengujian menggunakan rapid test kit 

sehingga hasil uji bisa langsung terdeteksi. 
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BENCHMARKING 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmarking merupakan kegiatan 

dalam rangka mendapatkan 

informasi terkait tata pelaksanaan / 

tolak ukur kinerja ke Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) lain. Loka POM di Kab. 

Sorong melaksanakan benchmarking 

terkait pelayanan publik, 

ketatausahaan, pemeriksaan sarana 

produksi dan distribusi obat dan 

makanan, joint inspection serta 

penindakan di bidang obat dan 

makanan. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan di BBPOM di 

Yogyakarta dan BBPOM di Jayapura 

dikarenakan UPT tersebut telah 

memiliki nilai indeks pelayanan publik 

yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan, 

Kosmetik, Sarana Pelayanan Kefarmasian 

(Puskesmas, dan Apotek) dan Sarana 

Produksi di Papua Barat Daya 

 

Pengendalian aspek keamanan, mutu, dan 

khasiat produk Obat dan Makanan sepanjang 

product’s life cycle merupakan satu kesatuan 

siklus mata rantai yang tidak dapat 

dipisahkan. Siklus ini dimulai dari 

pencegahan (standardisasi, perizinan, 

sertifikasi, pembinaan), pengawasan post 

market, hingga tindak lanjut hasil 

pengawasan obat berupa pembinaan, sanksi 

administratif, atau penindakan. Keseluruhan 

siklus ini berkesinambungan untuk 

memastikan produksi, distribusi, serta 

konsumsi obat aman, bermutu dan berkhasiat 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang sehat dan mendorong terciptanya dunia 

usaha Obat dan Makanan yang kuat dan 

berdaya saing. Loka POM di Kabupaten 

Sorong secara rutin dan insidental melakukan 

kegiatan pengawasan terhadap sarana 

produksi dan distribusi Obat dan Makanan di 

wilayah pengawasan Loka POM Sorong yang 

terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, 
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Kabupaten Sorong Selatan, 

Kabupaten Maybrat, Kabupaten 

Tambrauw, dan Kabupaten Raja 

Ampat. Pemeriksaan sarana meliputi 

sarana produksi/distribusi obat, 

pangan, kosmetik, obat tradisional 

dan sarana pelayanan kefarmasian. 

SAKA POM  

 

Salah satu upaya dalam 

meningkatkan efektivitas 

pengawasan obat dan makanan, 

BPOM melakukan kerjasama 

kemitraan dengan berbagai 

komunitas masyarakat dan salah 

satunya yaitu Gerakan Pramuka. 

Gerakan pramuka bertujuan untuk 

membentuk setiap pramuka agar 

memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 

patriotik, taat hukum, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

bangsa, dan memiliki kecakapan 

hidup sebagai kader bangsa dalam 

menjaga dan membangun Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, 

serta melestarikan lingkungan hidup. 

Untuk memberi wadah kegiatan khusus 

dalam bidang pengawasan obat dan 

makanan, maka dibentuk Satuan Karya 

Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan 

(Saka POM) yang merupakan sarana dan 

wahana dalam memupuk, mengembangkan, 

membina dan mengarahkan minat dan bakat 

generasi muda dalam bidang pengawasan 

obat dan makanan. 

Badan POM terus berkomitmen untuk 

senantiasa membangun kolaborasi dengan 

lintas sektor terkait termasuk anggota 

pramuka agar dapat menjadi perpanjangan 

tangan BPOM dalam mewujudkan obat dan 

makanan aman bagi masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. GAMBARAN UMUM INSTITUSI 

Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja 

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas 

teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi 

mengenai UPT Badan POM yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang 

bermula dari Keputusan Kepala Badan POM nomor 05018 / KBPOM / 2001 tahun 

2001, Peraturan Kepala Badan POM nomor 14 tahun 2014, Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, dan yang terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Unit Pelaksana Teknis Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya 

dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Dalam Peraturan ini ditetapkan 

bahwa klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM terdiri atas : Balai Besar POM, 

Balai POM, dan Loka POM. Badan POM memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis 

Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat Daya yaitu Loka POM di 

Kabupaten Sorong. 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

dan dipimpin oleh Kepala Badan POM. Bunyi Pasal 2 ayat (2) “Obat dan Makanan 

sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, 
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prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan 

olahan”. 

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Papua Barat Daya, Badan POM memiliki 1 UPT 

yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong.  

 

  

FUNGSI 

TUGAS 

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Penyusunan rencana, program, dan anggaran  di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian; 

Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan. 

Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;  

Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
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Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 

2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan. Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas 

dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Struktur Organisasi di 

bawah ini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong 2024 

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai 

dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2023 Loka 

POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara 

mandiri. 

Adapun tugas jabatan fungsional adalah : 

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan 

pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan 

serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya 

antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi 

dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan 

distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada 

masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan 

pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, 

Kepala 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan 

oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 

2. Jabatan Fungsional Non-PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, 

sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan 

pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan 

pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. 

 B. VISI DAN MISI 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka Pengawas Obat dan 

Makanan di Kabupaten Sorong berpedoman pada visi dan misi Badan POM, 

sesuai dengan RPJMN 2020-2024 tentang Visi dan Misi Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. Visi : 

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong. 

Misi : 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa 

dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan 

Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka 

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing 

untuk kemandirian bangsa 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah 

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna 

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan 

Makanan 
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C. BUDAYA ORGANISASI 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati 

dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai 

luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi 

seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Untuk membangun 

organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi di lingkungan Badan POM 

dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut: 

P Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan dan 

komitmen yang tinggi. 

I Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai luhur dan keyakinan 

K Kredibilitas 

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 

K Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

I Inovatif 

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 

R Responsif/Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.  

Dengan memperhatikan tantangan dan perubahan lingkungan strategis, 

berpedoman pada Rencana Strategis dan Grand Design Strategi Badan POM, 

pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan untuk mencapai Visi dan 

Misi, dengan menerapkan budaya organisasi sebagai mesin pendorong peningkatan 

kinerja sumber daya manusia. 

D. KEGIATAN UTAMA 
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan 

Obat dan Makanan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sorong menetapkan program-

programnya sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu  program utama (teknis) dan 

program pendukung (generik), sebagai berikut : 

1. Program Teknis  

Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM 

dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan 

sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan 

hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta 

pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku 

kepentingan terkait.  

2. Program Generik  

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen 

serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan 

keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan 

sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, 

pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi. 

Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen evaluasi dan 

pelaporan keuangan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan koordinasi, pengelolaan 

kepegawaian, pelayanan umum/ rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan. 

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di 

Kabupaten Sorong. 

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern 

pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi. 

E. KEGIATAN PRIORITAS 

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan 

prioritas Loka POM di Kabupaten Sorong, sebagai berikut: 

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan 

Makanan 
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1. Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat 

dan makanan yang beredar; 

2. Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standard; 

3. Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard;  

4. Peningkatan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat 

dan Makanan; 

5. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi; 

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat 

dan Makanan;  

7. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi 

yang dilaporkan tepat waktu. 

Arah dan kebijakan Loka POM di Kabupaten Sorong selaras dengan visi Provinsi 

Papua Barat Daya yaitu Papua Barat Daya Cerdas, Papua Barat Daya sehat dan 

Papua Barat Daya Produktif. Selain itu juga mendukung misi ketiga yaitu 

Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta 

misi kelima yaitu meningkatkan daya saing dan iklim investasi. 

2. IMPLEMANTASI PUG 

Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, 

termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender. Sesuai arahan Presiden yang berlandaskan UUD Negara RI tahun 1945 

tersebut. Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pembangunan untuk 

mencapai kesetaraan gender (KG), yang memperhatikan pengalamaan, aspirasi, 

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan 

di berbagai bidang pembangunan seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden no 

9 tahun 2000. 

Pengarusutamaan Gender ini dimasukkan dalam Pembangunan Nasional, 

dimana melalui Pengarusutamaan Gender ini diharapkan tidak ada diskriminasi 

antara perempuan dan laki-laki, akses yang sama dalam mencapai sebuah peran 

kepimpinan, kesetaraan dalam partisipasi aktif atas kontrol pembangunan dan 

kesetaraan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini menjadikan Pengarusutamaan 
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Gender menjadi tugas bersama dalam rangka memastikan terciptanya kebijakan, 

program dan kegiatan yang responsif gender. Sesuai dengan arahan Presiden RI 

terkait 5 program prioritas perempuan dan anak, maka BPOM mengambil peran dalam 

program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang 

Berperspektif Gender yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 

Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mempercepat implementasi 

Pengarusutamaan Gender. maka perlu dilakukan penguatan pada beberapa aspek, 

diantaranya: 

1) Pemantauan dan evaluasi berkala yang difokuskan pada: 

a) Pelaksanaan fungsi inisiasi, dinamisasi, dan penjaminan mutu dari 

Kelompok Kerja pengarusutamaan gender BPOM dan anggota Sub 

Kelompok Kerja pengarusutamaan gender Satuan Kerja; 

b) Proses dan kualitas proses di unit kerja dalam integrasi pengarusutamaan 

gender dalam tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing; 

c) Kualitas hasil output dan outcome di Unit Kerja; 

d) Terobosan/inovasi dari Unit Kerja; 

e) Umpan balik berkala dan berkesinambungan; 

f) Perbaikan berkelanjutan; 

g) Partisipasi seluruh pegawai. 

  

 

 

 

 

 
BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

 

A. LINGKUNGAN EKSTERNAL 

1. DATA UMUM WILAYAH KERJA 

a. Luas Wilayah Kerja  
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Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Sorong adalah di Provinsi Papua Barat 

Daya yang terletak di sebuah kawasan yang bernama Semenanjung 

Doberai atau Semenanjung Kepala Burung di bagian barat laut Pulau 

Papua. Provinsi Papua Barat Daya memiliki batas wilayah antara lain: 

a. Utara: Samudera Pasifik 

b. Timur: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan 

Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat 

c. Selatan: Laut Seram dan Teluk Berau 

d. Barat: Laut Halmahera dan Laut Seram 

Luas wilayah dan keadaan geografis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Provinsi Papua Barat Daya 

Luas Wilayah  :    38.820,90 Km2. 

Jumlah Penduduk  :   623.186 jiwa (Kementerian Dalam Negeri Tahun 
2024) 

 

b. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat Daya 

Jumlah Kabupaten  :   5 Kabupaten 

Jumlah Kota   :   1 Kota 

Jumlah Kecamatan/Distrik :   132  

Jumlah Kelurahan/Desa :   1.024  
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c. Pola Transportasi UPT BPOM di Wilayah Kerja  

Pola Transportasi UPT Loka POM di Kab. Sorong dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 
Tabel 1. Pola Transportasi Loka POM di Kab. Sorong Tahun 2024 

 

 Nama Kabupaten/Kota 

Waktu tempuh dari 
Sorong (Jam) 

Total 
Waktu 

Tempuh 
(Jam) 

 
Darat Laut Udara 

Kota Sorong 4 - - 4 

Kab. Sorong 9 9 - 18 

Kab. Sorong Selatan 10 4 - 14 

Kab. Tambrauw 12 - - 12 

Kab. Maybrat 12 - - 12 

Kab. Raja Ampat - 15 - 15 

Keterangan Sarana 
Transportasi  Mobil, Perahu dan Pesawat 

 

d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja  

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari kabupaten 

yang memiliki area yang luas sehingga untuk menjangkau area pelosok 

membutuhkan waktu 4-18 jam. Hal ini dikarenakan masih terkendala sarana 

dan prasarana jalan ke daerah pelosok. 

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja  

Untuk melaksanakan pengawasan di satu wilayah kerja untuk Luar 

Kota/Kabupaten umumnya diperlukan waktu sekitar 8 jam/hari selama 3-4 

hari sedangkan untuk wilayah Dalam Kota/Kabupaten dibutuhkan waktu 1 

hari. 

 2. JUMLAH SASARAN PENGAWASAN MENURUT KABUPATEN/KOTA  

Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kab. Sorong Tahun 2024 dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di 
Kab. Sorong tahun 2024 

 

No

. 

Jenis Sarana Jumlah 

I. Sarana Produksi 548 

1 Industri Farmasi 0 

2 Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana 

khusus 

6 

3 Industri Obat Tradisional (IOT) 0 

4 Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 0 

5 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 0 

6 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 

7 Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen 

Kesehatan 

0 

8 
Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi 

0 

9 Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen 

Kesehatan 

0 

10 Industri Kosmetik 0 

11 
Industri farmasi yang memproduksi kosmetik 

0 

12 Industri Pangan 23 

13 Industri Rumah Tangga Pangan 517 

II. Sarana Distribusi 2630 

1 Pedagang Besar Farmasi 11 

2 Apotek 146 

3 Toko Obat 10 

4 Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi 7 
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No

. 

Jenis Sarana Jumlah 

5 Rumah Sakit 12 

6 Puskesmas 100 

7 Klinik 28 

8 Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan) 15 

9 Kantor Kesehatan Pelabuhan 1 

10 Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 39 

11 Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 24 

12 Fasilitas Distribusi Kosmetik 181 

13 Fasilitas Sarana Peredaran Pangan Olahan 1464 

14 
Klinik kecantikan 

5 

15 
Jumlah sekolah dasar (SD) menurut kabupaten/kota 

587 

 

a. Jumlah Industri Farmasi 

Di catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat industri farmasi. 

 

b. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus 

(Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca) 

Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit 

Transfusi Darah, Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca di wilayah kerja 

Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 sebanyak 6 sarana. 

Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Transfusi Darah, 
Radiofarmaka, Lab. Sel Punca) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 2 
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2 Kab. Sorong Sarana 2 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 1 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 1 

Jumlah Sarana 6 

 

c. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) 

Dalam catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat industri obat tradisional. 

 

d. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 

Dalam catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat industri ekstrak bahan alam (IEBA). 

 

e. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 

Dalam catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 

 

f. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ada di wilayah kerja 

Loka POM di Kabupaten Sorong 2024 sebanyak 2 sarana. Rinciannya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 
Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 1 

2 Kab. Sorong Sarana 0 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 1 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

5 Kab. Maybrat Sarana 0 

6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 2 
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g. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan 

Dalam catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan. 

 

h. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi  

Dalam catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat Industri Obat Tradisional yang memproduksi Obat Kuasi 

 

i. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan 

Dalam catchment area pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong tidak 

terdapat Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan. 

 

j. Jumlah Industri Kosmetik 

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tidak terdapat industri 

kosmetik. 

 

k. Jumlah Industri Farmasi / Industri Obat Tradisional yang 

Memproduksi Kosmetik 

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tidak terdapat industri 

farmasi yang memproduksi kosmetik.  

 

l. Jumlah Industri Pangan (MD) 

Jumlah industri pangan (MD) aktif yang ada di wilayah Wilayah Kerja Loka 

POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak 23 sarana. Rinciannya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5. Jumlah Industri Pangan di Sorong Raya Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kabupaten Sorong sarana 3 

2 Kabupaten Raja Ampat sarana 1 
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3 Kabupaten Sorong Selatan sarana 1 

4 Kabupaten Maybrat sarana 0 

5 Kabupaten Tambrauw sarana 0 

6 Kota Sorong sarana 18 

Jumlah Sarana 23 

 

m. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) aktif di wilayah Wilayah 

Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 sebanyak 517 Sarana. 

Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 
Sorong Tahun 2024 

No Kabupaten/Kota Satuan 

Industri 
Rumah Tangga 
Pangan (IRTP) 

2024 

1 Kabupaten Sorong sarana 248 

2 Kabupaten Raja Ampat sarana 85 

3 Kabupaten Sorong Selatan sarana 1 

4 Kabupaten Maybrat sarana 3 

5 Kabupaten Tambrauw sarana 8 

6 Kota Sorong sarana 175 

Jumlah  sarana 517 

 

n. Jumlah Perusahaan Besar Farmasi (PBF) 

Jumlah PBF di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

sebanyak 11 Sarana Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 7. Jumlah Perusahaan Besar Farmasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 11 

2 Kab. Sorong Sarana 0 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 0 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

5 Kab. Maybrat Sarana 0 
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6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 11 

 

o. Jumlah Apotek 

Jumlah Apotek di wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2024 sebanyak 146 

Sarana. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 8. Jumlah Apotek di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 89 

2 Kab. Sorong Sarana 32 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 11 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 7 

5 Kab. Maybrat Sarana 4 

6 Kab. Tambrauw Sarana 3 

Jumlah Sarana 146 

 

p. Jumlah Toko Obat 

Jumlah toko obat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 

2024 sebanyak 11 toko obat. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. Jumlah Toko Obat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 6 

2 Kab. Sorong Sarana 4 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 0 

4 Kab. Maybrat Sarana 0 

5 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 10 

q. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) 

Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di 

wilayah Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 
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sebanyak 7 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi / Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di Wilayah 
Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 2 

2 Kab. Sorong Sarana 1 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 1 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 1 

5 Kab. Maybrat Sarana 1 

6 Kab. Tambrauw Sarana 1 

Jumlah Sarana 7 

 

r. Jumlah Rumah Sakit 

Jumlah rumah sakit di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 

2024 sebanyak 12 rumah sakit. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Rumah Sakit di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 
Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 7 

2 Kabupaten Sorong Sarana 1 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 1 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 1 

5 Kab. Maybrat Sarana 1 

6 Kab. Tambrauw Sarana 1 

Jumlah Sarana 12 

 

s. Jumlah Puskesmas 

Jumlah Puskesmas yang ada di wilayah Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak 100 sarana. Rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 



 

18 
 

Tabel 12. Jumlah puskesmas di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 10 

2 Kabupaten Sorong Sarana 24 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 16 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 19 

4 Kab. Maybrat Sarana 17 

5 Kab. Tambrauw Sarana 14 

Jumlah Sarana 100 

 

t. Jumlah Klinik 

Jumlah klinik yang ada di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 

tahun 2024 sebanyak 28 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 13. Jumlah klinik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 10 

2 Kabupaten Sorong Sarana 18 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 0 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

5 Kab. Maybrat Sarana 0 

6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

  Jumlah Sarana 25 

 

u. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan) 

Jumlah lain lain (praktek dokter dan bidan) wilayah Wilayah Kerja Loka 

POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak 15 sarana. Rinciannya 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 14. Jumlah lain lain (praktek dokter dan bidan) di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 
Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 11 

2 Kabupaten Sorong Sarana 4 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 0 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

4 Kab. Maybrat Sarana 0 

5 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 15 

 

v. Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Jumlah kantor kesehatan pelabuhan wilayah Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak 1 sarana. Rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 15. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 
Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 1 

2 Kabupaten Sorong Sarana 0 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 0 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

5 Kab. Maybrat Sarana 0 

6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 1 

 

w. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak 39 sarana. Rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 16. Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 
Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 18 

2 Kab. Sorong Sarana 10 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 3 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 7 

5 Kab. Maybrat Sarana 1 

6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 39 

 

x. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 

Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan di Wilayah Kerja Loka POM 

di Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak 24 sarana. Rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 17. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan di Wilayah Kerja Loka POM di 
Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 

Jumlah 
Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 11 

2 Kab. Sorong Sarana 8 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 3 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 1 

5 Kab. Maybrat Sarana 1 

6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 24 

 

y. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik 

Jumlah fasilitas distribusi kosmetik di Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 yaitu sebanyak 181 sarana. Rinciannya 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 18. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 
Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 

Jumlah 
Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 83 

2 Kab. Sorong Sarana 32 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 34 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 15 

5 Kab. Maybrat Sarana 9 

6 Kab. Tambrauw Sarana 8 

Jumlah Sarana 181 

 

z. Jumlah Klinik Kecantikan 

Jumlah klinik kecantikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 

tahun 2024 yaitu sebanyak 3 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 19. Jumlah klinik kecantikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 
2024 

No Kab/Kota Satuan 

Jumlah 
Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 3 

2 Kab. Sorong Sarana 0 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 0 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

5 Kab. Maybrat Sarana 0 

6 Kab. Tambrauw Sarana 0 

Jumlah Sarana 3 

 

aa. Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan 

Jumlah fasilitas distribusi pangan olahan di Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 yaitu sebesar 1.464 sarana. Rinciannya 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 20. Jumlah fasilitas distribusi pangan olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 
Sorong Tahun 2024 

No Kab/Kota Satuan 

Jumlah 
Sarana 

2024 

1 Kota Sorong Sarana 670 

2 Kab. Sorong Sarana 310 

3 Kab. Sorong Selatan Sarana 141 

4 Kab. Raja Ampat Sarana 189 

5 Kab. Maybrat Sarana 86 

6 Kab. Tambrauw Sarana 68 

  Jumlah Sarana 1464 

 

bb.Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid SD Menurut Kabupaten/Kota 

Jumlah sekolah dasar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 

tahun 2024 adalah 587 Sekolah Dasar. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 21. Jumlah Sekolah Dasar di di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 
2024 Menurut Kabupaten/Kota 

No Kabupaten/Kot
a 

Sekolah 
Negeri 

Sekolah 

Swasta 

Jumlah  Jumlah Murid SD Sederajat 

Laki-
Laki 

Peremp
uan 

Total 

1 Kota Sorong  42 53 95 11.320 10.348 21.668 

2 Kabupaten 
Sorong  

99 50 149 
7.252 6.557 13.809 

3 Kab. Sorong 
Selatan  

41 64 105 
3.944 3.683 7.627 

4 Kab. Tambrauw  37 23 60 
2.138 1.857 3.995 

5 Kab. Maybrat  23 44 67 
1.806 1.683 3.489 

6 Kab. Raja 
Ampat 

70 41 111 
5.286 4.734 10.020 

Jumlah  312 275 587 
31.746 28.862 60.608 

Pada tabel 21 terlihat bahwa jumlah siswa Sekolah Dasar terbanyak pada 

kabupaten/kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong adalah pada Kota 

Sorong dan paling sedikit adalah Kabupaten Maybrat. Berdasarkan tabel 2.3. dapat 

dilihat juga bahwa persentase sasaran kegiatan program terpadu nasional PJAS 

52,38% adalah siswa laki-laki dan 47,62% siswa perempuan. Hal ini akan menjadi 
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dasar pelaksanaan PUG program Pangan Jajanan Anak usia sekolah (PJAS) Aman 

tahun 2025 di kabupaten yang menjadi lokus intervensi. 

B. LINGKUNGAN INTERNAL 

 

Gambar 3. Foto udara lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong 

 

1. LUAS TANAH 

Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tanah hibah seluas 

15.000 m2. Luas tanah Loka POM di Kabupaten Sorong yang disewa 1600 m2.  

2. LUAS BANGUNAN 

Luas bangunan yang disewa Loka POM di Kabupaten Sorong, yakni 320 

m2.  

3. STATUS KEPEMILIKAN TANAH 

Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Sorong dengan 

sertifikat nomor 33.02.06.01.4.00013 adalah milik Pemerintah Republik 

Indonesia cq. Badan POM RI. 

4. RUMAH DINAS 

Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki 1 (satu) rumah dinas dengan 

status sewa yang diperuntukkan untuk Kepala Loka POM di Kabupaten 

Sorong. 

5. PENERANGAN 

a. PLN  : 16 KVA untuk Loka POM di Kabupaten Sorong. 

b. Generator : 5 KVA untuk Loka POM di Kabupaten Sorong 

6. SARANA KOMUNIKASI 
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Sarana komunikasi yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong, antara lain: 

a. Nomor Telepon : 0811-4860-080 

b. Alamat email  : loka.sorong@gmail.com dan loka_sorong@pom.go.id 

7. SUMBER AIR 

a. PAM : Loka POM di Kabupaten Sorong tidak menggunakan 

PAM. 

b. Sumur : Terdapat satu sumber air yaitu sumur bor. 

8. KENDARAAN 

a. Kendaraan operasional laboratorium keliling roda empat Loka POM di 

Kabupaten Sorong berjumlah 1 (satu) buah, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 22. Daftar Kendaraan Operasional Laboratorium Keliling Roda Empat 

No Merk / Type Nomor 

Polisi 

Jenis Tahun 

Pembuata

n 

Kondisi 

1. Daihatsu / 

Luxio 1,5 X 

M/T 

PB 7098 G Mini bus 2021 Baik 

 

9. SUMBER DAYA MANUSIA (JUMLAH MENURUT USIA, UNIT KERJA, DAN 

STRATA PENDIDIKAN)  

Jumlah sumber daya manusia per 31 Desember 2024 Loka POM di 

Kabupaten Sorong berjumlah 19 orang. Terdiri dari 8 laki-laki dan 11 

perempuan. Rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 23. Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No SDM Satuan 
Jumlah  

Laki-Laki Perempuan Total 

A Loka POM di Kabupaten Sorong 

1 SDM Teknis* pegawai 4 9 13 

2 SDM Administrasi** pegawai 2 2 4 

3 SDM Pramubakti/PPNPN *** pegawai 2 0 2 
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TOTAL  8 11 19 

 

1. * aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan 

tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan 

di Bidang/Seksi Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi) 

2. **  aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), 

jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau 

dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

(penempatan di Bagian/Subbagian Tata Usaha 

3. *** seluruh SDM di luar ASN yang bekerja baik di bidang teknis/administrasi 

 

Gambar 4. Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong 

10. PROFIL PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN UNIT KERJA LOKA POM DI 

KABUPATEN SORONG 

Jumlah Profil Pegawai menurut Pendidikan dan Unit Kerja UPT Loka 

POM di Kabupaten Sorong untuk Apoteker sebanyak 3 orang, Strata dua 

sebanyak 1 orang, Strata satu sebanyak 11 orang dan Diploma tiga sebanyak 

2 orang.  
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Tenaga Bagian TU/Subbagian Tata Usaha sebanyak 3 orang, Kelompok 

Substansi Pemeriksaan 6 orang, Kelompok Substansi Penindakan 4 orang, 

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi sebanyak 3 orang. Pada bulan 

Maret 2024, terdapat 1 pegawai dari sub bagian Tata Usaha mengikuti Tugas 

Belajar. 

Tabel 24. Profil Pegawai Menurut Pendidikan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

No UPT 

Pendidikan  

Total 
Jumlah 
PFM* S3 S2 Apt 

S1 
Bio 

S1 
Lain 

D3 SMF SMAK SPK 
SLTA 
Umum 

SLTA 
Kejuruan 

SLTP 
Umum 

SLTP 
Kejuruan 

SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A 
Loka POM di 
Kabupaten 
Sorong 

              0  

1 Kepala   1            1  

2 Fungsional **  1 2 2 9 2         16 13 

 TOTAL 0 1 3 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 

 

1. *Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian / pemeriksaan / penindakan / 

informasi dan komunikasi. 

2. ** Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM 

 

11. PROFIL KEMAMPUAN KERJA TENAGA PENGUJI (BERDASARKAN 

JUMLAH SAMPEL DAN PARAMETER) 

Loka POM di Kabupaten Sorong belum memiliki laboratorium pengujian 

sehingga belum ada pegawai yang ditempatkan di fungsi pengujian. Sampel 

yang telah diperiksa langsung dikirim ke balai penguji sesuai regional. 

12. PELATIHAN UJI PROFISIENSI 

Loka POM di Kabupaten Sorong belum memiliki tenaga/staf di fungsi pengujian 

sehingga belum ada pelatihan uji profisiensi. 

13. JUMLAH PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN SESUAI STANDAR 

MINIMAL LABORATORIUM UPT BPOM 

Loka POM di Kabupaten Sorong baru memiliki alat rapid test untuk pengujian 

sederhana. 

14. DAFTAR INVENTARIS KANTOR 

Daftar inventaris Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap 

lainnya. Untuk rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 26. 
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15. SERTIFIKASI/ AKREDITASI/  

a. Sertifikat rekomendasi mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 dari PT. 

Sucofindo. 

 

16. KERJASAMA BERUPA KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) DAN 

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) 

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan 

kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 

dengan ruang lingkup kerjasama meliputi, peningkatan koordinasi pengawasan 

dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

Makanan, pengambilan contoh/ sampel dan atau pengujian laboratorium untuk 

contoh/sampel Obat dan Makanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada 

masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, penguatan regulasi dan 

jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu, pertukaran data 

fasilitas/sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta 

pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dibidang obat dan makanan.  

Selain MoU, pada tahun 2024 juga terdapat 2 Surat Keputusan Tim 

Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor yaitu SK Tim Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan sebagai bentuk 

dukungan dan sinergitas dari kedua Pemerintah Daerah tersebut dalam 

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan 

oleh Loka POM di Kabupaten Sorong. 

Pada tahun 2024, juga terdapat 1 MoU dan 2 PKS yang masih berlaku 

yaitu MoU antara Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Pemerintah Daerah 

Kota Sorong, PKS antara Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Poltekkes 

Kemenkes Sorong serta PKS antara Loka POM di Kabupaten Sorong dengan 

Ikatan Wanita Pelaku Usaha Indonesia (IWAPI) Cabang Kota Sorong. 
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17. KERJA SAMA DAN PENGHARGAAN/REKOGNISI 

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan penghargaan 

antara lain: 

a. Piagam penghargaan sebagai peringkat ketiga satuan kerja dengan 

persentase penggunaan UP KKP terbesar; 

b. Piagam penghargaan sebagai peringkat kedua satuan kerja dengan 

persentase penggunaan UP KKP terbesar lingkup kantor KPPN Sorong 

triwulan III tahun 2024; 

c. Piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori “Baik”; 

d. Piagam penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di 

Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik “Menuju Informatif”; 

18. PENGADAAN BARANG/JASA 

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan kegiatan 

pengadaan barang dan jasa untuk peralatan kantor, alat pengolah data, sewa 

kantor, sewa mobil dinas, sewa rumah dinas dan pekerjaan pematangan lahan 

dan pengadaan alat laboratorium. Rincian pengadaan barang dan jasa selama 

tahun 2024 terdapat pada tabel lampiran 34. 

19. ANGGARAN (VOLUME MENURUT JENIS DAN SUMBERNYA) 

Pada Tahun 2024, anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 

Rp. 7.491.119.000, - yang bersumber dari APBN dengan rincian rupiah murni 

Rp. 7.491.119.000, - PNBP Rp. 0. Namun pada bulan Januari 2024 terdapat 

pemotongan belanja barang dan modal yang berasal dari blokir Automatic 

Adjustment TA. 2024 sebesar Rp. 1.570.871.000,-. Pada tanggal 6 September 

2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi DJA untuk pembukaan 

blokir mandiri sebesar Rp. 1.221.628.000,-. Pada bulan November 2024, Loka 

POM di Kabupaten Sorong menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama 

Badan POM tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja 

Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan blokir 

mandiri untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 227.122.000,00 Sehingga total 

anggaran yang efektif digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 

6.914.754.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 
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6.908.454.905,- sehingga persentase capaian realisasi anggaran sebesar 

99,91%. 

Tabel 25. Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2024 

NO SUMBER 
ANGGARAN 

 

TOTAL 

(%) 
Terhadap 

Pagu Akhir 

PAGU AWAL BLOKIR PAGU AKHIR REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Rupiah Murni (RM) 7.491.119.000   576.365.000 6.914.754.000 6.908.454.905 99,91 

2 PNBP - - - - - 

  JUMLAH 7.491.119.000   576.365.000 6.914.754.000 6.908.454.905 99,91 

 

 

20. IMPLEMENTASI PUG 

Perencanaan kebijakan/program/kegiatan dan implementasi biasanya 

bertolak belakang dengan pemikiran pelabelan gender bahkan sering kali abai 

memperhitungkan perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda 

dan berbeda pula kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan aspirasinya. 

Selain itu kesenjangan juga sering terjadi karena sering kali abai bahwa 

perbedaan peran tersebut dapat mempengaruhi keduanya dalam memperoleh 

akses dan penguasaan terhadap sumber daya, partisipasi dalam 

pembangunan dan manfaat dari hasil pembangunan. 

Faktor kesenjangan gender antara lain meliputi: 

1. Akses 

Peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk 

menjangkau/memperoleh sumber daya pembangunan 

2. Partisipasi 

Keikutsertaan bagi laki-laki dan perempuan dalam proses kegiatan 

pembangunan 

3. Kontrol 

Kemampuan untuk kewenangan laki-laki dan perempuan untuk 

mengambil keputusan 

4. Manfaat 

5. Hasil guna yang dirasakan dan dinikmati laki-laki dan perempuan 

dari proses pembangunan 
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Dasar Hukum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini mengacu 

pada antara lain: 

1. UU no 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita; 

2. Inpres RI no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional; 

3. UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 

4. RPJMN 2021-2024 terkait Peningkatan Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Perlindungan Hak 

Perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasaan termasuk 

TPPO. 

Isu gender yang terjadi di BPOM antara lain: 

1. Isu Gender dalam pengawasan bahan alam dan suplemen; 

2. Isu Gender dalam pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi 

baru; 

3. Isu Gender dalam pengawasan distribusi dan pelayanan obat, 

narkotika, psikotropika dan prekursor; 

4. Isu Gender dalam keamanan mutu dan ekspor impor obat, narkotika, 

psikotropika dan prekursor; 

5. Isu Gender dalam pengawasan produksi obat, narkotika, 

psikotropika dan prekursor; 

6. Isu Gender dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama 

Badan POM; 

7. Isu Gender dalam pengawasan obat dan makan. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

Pengawasan sarana produksi dilakukan dalam rangka memastikan 

pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) untuk 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Industri Pangan Olahan Dalam Negeri 

(MD). Sedangkan pengawasan sarana distribusi dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di Sorong Raya terhindar dari 

produk yang ilegal, rusak, kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan. 

  
Gambar 5. Pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan oleh Loka POM di 

Kabupaten Sorong 

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan 

terhadap 44 sarana produksi obat dan makanan dari 40 target sarana dengan 

persentase 110%. Pengawasan dilakukan terhadap 15 sarana industri pangan 

olahan dengan izin edar BPOM RI MD dan 29 sarana Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP). Dari 15 sarana industri pangan olahan diperiksa yang telah 

diperiksa, sebanyak 13 sarana Memenuhi Ketentuan dengan persentase 86,67% 

dan sebanyak 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dengan persentase 13,33%. 

Sedangkan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan telah dilakukan 

sebanyak 29 sarana dengan hasil 18 sarana Memenuhi Ketentuan dengan 

persentase 62,07% dan sebanyak 11 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dengan 

persentase 37,93%. 

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa selama tahun 

2024 yaitu sebanyak 359 sarana (108,78% dari target pemeriksaan 330 sarana 

distribusi obat dan makanan), dari total 2041 sarana distribusi obat dan makanan 

yang ada di wilayah kerja. Dari total sarana distribusi obat dan makanan yang 
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diperiksa, sebanyak 264 sarana (73,54%) Memenuhi Ketentuan dan 95 sarana 

(26,46%) Tidak Memenuhi Ketentuan. 

 

1) PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK OBAT 

Pada tahun 2024, pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan 

kefarmasian telah dilaksanakan terhadap 141 sarana (100,71% dari target 

pemeriksaan 140 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian) dari total 314 

sarana yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari total 

fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diperiksa, sebanyak 108 sarana 

(76,60%) Memenuhi Ketentuan (MK), dan 33 sarana (23,40%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK).  

 

 
Gambar 6. Grafik sebaran kegiatan pengawasan terhadap fasilitas distribusi obat dan fasilitas 

pelayanan kerfarmasian tahun 2024 
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Ketidaksesuaian terhadap pengelolaan dan distribusi obat yang ditemukan 

antara lain adalah penyerahan obat yang tidak sesuai dengan regulasi dan 

penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan suhu penyimpanan yang 

dipersyaratkan. 

 
Gambar 7. Grafik persentase hasil pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan 

kefarmasian tahun 2024 

 

Sarana yang diperiksa pada tahun 2024 terdiri dari PBF sebanyak 11 

sarana, Apotek 70 sarana, Toko Obat 9 sarana, Rumah Sakit 9 sarana, Puskesmas 

24 sarana, Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota 7 sarana, dan Klinik/Balai 

Pengobatan 11 sarana. 
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Gambar 8. Grafik capaian pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian di 
Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

 
Gambar 9. Grafik Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat & Pelayanan Kefarmasian per 

Kota/Kabupaten tahun 2024 

 

A.3.1 PENGAWASAN SARANA PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 

Pengawasan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dilaksanakan dalam 

rangka memastikan PBF melakukan kegiatan operasionalnya sesuai aspek-aspek 

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) antara lain Manajemen Mutu, Manajemen 

dan Personalia, Peralatan dan Bangunan, Operasional, Inspeksi Diri, Keluhan 

Pelanggan, Transportasi, Fasilitas Distribusi Berdasarkan Kontrak, Dokumentasi. 

Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong pada sarana 

pedagang besar farmasi antara lain belum secara konsisten melakukan analisis 

risiko terhadap kewajaran pesanan dari pelanggan, belum secara konsisten 

melakukan rekualifikasi pemasok dan pelanggan, penanganan penarikan obat recall 

yang belum selesai dilakukan setelah melewati batas waktu penarikan, 

penyimpangan suhu penyimpanan produk rantai dingin, belum secara konsisten 

melakukan penanganan produk rantai dingin sesuai ketentuan: antara lain terkait 

validasi pengiriman, pengepakan, dan pencatatan suhu penyimpanan, dan lain-lain. 
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Gambar 10. Grafik capaian pengawasan sarana PBF di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 
Sorong tahun 2024 

A.3.2 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Pada tahun 2024, pemeriksaan terhadap pedagang besar farmasi telah 

dilaksanakan kepada 11 sarana (100% dari target pemeriksaan) dari total 11 sarana 

pedagang besar farmasi di wilayah kerja. Sebanyak 7 sarana (64%) Memenuhi 

Ketentuan (MK), dan 4 sarana (36%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Data 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A. 

 

Gambar 11. Diagram persentase hasil pengawasan sarana PBF tahun 2024 
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Gambar 12. Grafik Hasil Pengawasan Pedagang Besar Farmasi per Kota/Kabupaten tahun 2024 

 

A.3.3 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan PBF adalah Pembinaan, 

serta sanksi administratif berupa Surat Peringatan dan Surat Peringatan Keras. 

Seluruh tindak lanjut hasil pengawasan ditembuskan kepada Gubernur Papua Barat 

Daya, Walikota Sorong dan Dinas Kesehatan Kota Sorong. 

 



 

37 
 

Gambar 13. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Pedagang Besar Farmasi 
yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

 

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 11 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 

Pedagang Besar Farmasi PBF), dengan rincian 1 surat Pembinaan, 6 Surat 

Peringatan, dan 4 Surat Peringatan Keras. Sebanyak 11 sarana PBF yang 

mendapatkan surat tindak lanjut telah melaporkan tanggapan/perbaikan dalam 

bentuk laporan Corrective and Preventive Action/CAPA (100% dari 11 sarana 

terperiksa). Dari tanggapan yang dilaporkan, sebanyak 9 CAPA telah dinyatakan 

closed (77,78% dari 11 CAPA yang dilaporkan). 

 

Gambar 14. Diagram Respon Pelaku Usaha PBF terhadap rekomendasi/hasil keputusan 
inspeksi 

 

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 11 PBF yang diperiksa selama tahun 2024 melalui Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu (SIPT). 

 

A.3.4  PENGAWASAN SARANA APOTEK 

Pengawasan sarana apotek ditujukan untuk memastikan pemenuhan 

standar pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian meliputi Pengadaan, 

Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pengembalian dan Pemusnahan obat. 
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Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong antara lain 

terkait melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa kewenangan (legalitas perizinan 

tidak berlaku namun sarana tetap beroperasi), ruang penyimpanan obat tidak 

dilengkapi dengan alat kontrol suhu ruangan dan kartu kontrol suhu, obat disimpan 

pada kondisi suhu yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan obat, 

tidak memiliki SOP/Protap secara khusus mengenai pengelolaan obat, terdapat 

penyaluran obat keras (di luar DOWA) tanpa resep, antara lain:  Antibiotik dan obat 

keras lain, obat kadaluarsa tidak dipisahkan dari produk lain yang layak konsumsi 

dan lain-lain. 

 

Gambar 15. Grafik capaian pengawasan sarana Apotek di Wilayah Kerja Loka POM di 
Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

A.3.5 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah Apotek yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu sebanyak 70 sarana 

(100% dari target pemeriksaan 70 sarana) dari total 146 apotek yang ada di wilayah 

kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari total apotek yang diperiksa, sebanyak 

54 sarana (77%) Memenuhi Ketentuan dan 16 sarana (23%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A. 

 



 

39 
 

 

Gambar 16. Diagram persentase hasil pengawasan sarana Apotek tahun 2024 

 

 

Gambar 17. Grafik hasil pengawasan sarana Apotek di per kota/kabupaten 

 

A.3.6 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa 

penghentian sementara kegiatan, surat peringatan keras, dan surat peringatan. 

Seluruh tindak lanjut hasil pengawasan, ditembuskan kepada Gubernur, 

Walikota/Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka 

POM di Kabupaten Sorong. 
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Gambar 18. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Apotek yang diterbitkan 
Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 70 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 

Apotek, dengan rincian 54 Surat Peringatan, 14 Surat Peringatan Keras, dan 2 Surat 

Penghentian Sementara Kegiatan. Sebanyak 63 sarana Apotek yang mendapatkan 

surat tindak lanjut telah melaporkan tanggapan/perbaikan dalam bentuk laporan 

Corrective and Preventive Action/CAPA (90% dari 70 sarana terperiksa). Dari 

tanggapan yang dilaporkan, sebanyak 27 CAPA telah dinyatakan closed (42,86% 

dari 63 CAPA yang dilaporkan). 
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Gambar 19. Diagram respon pelaku usaha Apotek terhadap rekomendasi/hasil keputusan 
inspeksi 

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 70 Apotek yang diperiksa selama tahun 2024 melalui Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu (SIPT). 

 

A.3.7 PENGAWASAN SARANA TOKO OBAT 

Pengawasan sarana Toko Obat ditujukan untuk memastikan pemenuhan 

standar pegelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian meliputi Perencanaan, 

Pengadaan, Penerimaaan, Penyimpanan, Pemusnahan, Penarikan, Pengendalian, 

Pencatatan dan Pelaporan. 

 
Gambar 20. Grafik capaian pengawasan sarana Toko Obat di Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

A.3.8  PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah toko obat yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu sebanyak 9 sarana 

(100% dari target pemeriksaan 9 sarana) dari total 10 sarana toko obat yang ada di 

wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari total toko obat yang diperiksa, 

sebanyak 8 sarana (89%) Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana (11%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A. 
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Gambar 21. Diagram persentase hasil pengawasan sarana Toko Obat 

 

 
Gambar 22. Grafik hasil pengawasan sarana Toko Obat per kota/kabupaten 

 

A.3.9 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap sarana Toko Obat yang melakukan 

pelanggaran adalah berupa sanksi Surat Peringatan dan Penghentian Sementara 

Kegiatan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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Gambar 23. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Toko Obat yang diterbitkan 
Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 8 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana Toko 

Obat, dengan rincian 7 Surat Peringatan dan 1 Surat Penghentian Sementara 

Kegiatan. Sebanyak 1 sarana toko obat tidak mendapatkan sanksi. Sejumlah 6 

sarana toko obat yang mendapatkan surat tindak lanjut telah melaporkan 

tanggapan/perbaikan dalam bentuk laporan Corrective and Preventive Action/CAPA 

(75% dari 8 sarana). Dari tanggapan yang dilaporkan, sebanyak 2 CAPA telah 

dinyatakan closed (33,33% dari 6 CAPA yang dilaporkan). 

 

Gambar 24. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Toko Obat terhadap rekomendasi/hasil 
keputusan inspeksi 
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Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 9 Toko Obat yang diperiksa selama tahun 2024 melalui Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu (SIPT). 

 

A.3.10 PENGAWASAN SARANA RUMAH SAKIT 

Pengawasan sarana Rumah Sakit ditujukan untuk memastikan pemenuhan 

standar pengelolaan obat di sarana pelayanan  kefarmasian  meliputi,  Pengadaan,  

Penerimaaan,  Penyimpanan,  Pendistribusian, Penyerahan, Pengembalian, 

Pencatatan dan Pelaporan Pemusnahan. 

 
Gambar 25. Grafik capaian pengawasan sarana Rumah Sakit di Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

A.3.11 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah Rumah Sakit (RS) baik RS Pemerintah maupun RS Swasta yang 

diperiksa selama tahun 2024 yaitu sebanyak 9 sarana (100% dari target 

pemeriksaan 9 sarana) dari total 12 sarana yang ada di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong. Dari total rumah sakit yang diperiksa, sebanyak 6 sarana (67%) 

Memenuhi Ketentuan dan 3 sarana (33%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Data lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A. 
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Gambar 26. Diagram persentase hasil pengawasan sarana Rumah Sakit 

 

Gambar 27. Grafik hasil pengawasan sarana Rumah Sakit per kota/kabupaten 

 

A.3.12 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sarana rumah sakit yang 

melakukan pelanggaran adalah berupa sanksi surat peringatan dan surat 

peringatan keras. Seluruh tindak lanjut hasil pengawasan ditembuskan kepada 

Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah 

kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. 
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Gambar 28. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Rumah Sakit yang 
diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 9 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan rincian 6 Surat Peringatan dan 3 Surat 

Peringatan Keras. Sebanyak 7 sarana instalasi farmasi rumah sakit yang 

mendapatkan surat tindak lanjut telah melaporkan tanggapan/perbaikan dalam 

bentuk laporan Corrective and Preventive Action/CAPA (77,78% dari 9 sarana 

terperiksa). Dari tanggapan yang dilaporkan, sebanyak 2 CAPA telah dinyatakan 

closed (28,57% dari 7 CAPA yang dilaporkan). 

 

Gambar 29. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Rumah Sakit terhadap 
rekomendasi/hasil keputusan inspeksi 
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Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 9 instalasi farmasi rumah sakit yang diperiksa selama tahun 2024 melalui 

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). 

 

A.3.13 PENGAWASAN SARANA PUSKESMAS 

Pengawasan sarana Puskesmas ditujukan untuk memastikan pemenuhan 

standar pengelolaan obat di sarana pelayanan  kefarmasian  meliputi,  perencanaan,  

Pengadaan,  Penerimaaan,  Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan 

Penarikan, Pengendalian dan Administrasi. 

 

 
Gambar 30. Grafik capaian pengawasan sarana Puskesmas di Wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap 

Puskesmas antara lain penyimpanan produk Vaksin dan CCP (Cold Chain Product) 

tidak dilengkapi generator listrik, pemantauan suhu penyimpanan tidak dilakukan 

secara rutin, tidak memiliki SOP/Protap secara khusus mengenai pengelolaan CCP, 

peralatan penyimpanan CCP rusak atau tidak sesuai ketentuan, tidak terdapat 

tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, dan lain-lain. 

 

A.3.14 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah puskesmas yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu sebanyak 24 

sarana (104,34% dari target pemeriksaan 23 sarana) dari total 100 sarana 

puskesmas yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari seluruh 
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puskesmas yang diperiksa, sebanyak 24 sarana (100%) Memenuhi Ketentuan. Data 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A. 

 

Gambar 31. Diagram persentase hasil pengawasan sarana Puskesmas 

 
Gambar 32. Grafik hasil pengawasan sarana Puskesmas per kota/kabupaten 

 

A.3.15 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran diberikan tindak lanjut 

pembinaan dan sanksi peringatan yang ditembuskan kepada Gubernur, 

Walikota/Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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Gambar 33. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Puskesmas yang diterbitkan 
Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 24 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 

Puskesmas dengan rincian 1 Surat Pembinaan dan 23 Surat Peringatan. Sebanyak 

15 sarana puskesmas yang mendapatkan surat tindak lanjut telah melaporkan 

tanggapan/perbaikan dalam bentuk laporan Corrective and Preventive Action/CAPA 

(62,5% dari 24 sarana). Dari tanggapan yang dilaporkan, sebanyak 5 CAPA telah 

dinyatakan closed (20,83% dari 24 CAPA yang dilaporkan). 

 

Gambar 34. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Puskesmas terhadap rekomendasi/hasil 
keputusan inspeksi 

 

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 24 Puskesmas yang diperiksa selama tahun 2024 melalui Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu (SIPT). 
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A.3.16 PENGAWASAN SARANA INSTALASI FARMASI PEMERINTAH 

Pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pelaporan, 

dokumentasi terhadap seluruh aspek pengelolaan obat telah sesuai dengan aspek 

Cara Distribusi Obat yang Baik dan peraturan yang berlaku. 

 
Gambar 35. Grafik capaian pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah di Wilayah Kerja 

Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap 

Instalasi Farmasi Pemerintah antara lain belum menerapkan sistem manajemen 

mutu secara keseluruhan atau konsisten, belum seluruh kegiatan operasional 

pengelolaan obat dituangkan dalam manual mutu, belum tersedia area 

karantina/recall/retur obat yang sesuai ketentuan, mutasi obat tidak dicatat dengan 

tertib, tidak memberikan berita acara serah terima kepada puskesmas, tidak 

memiliki sistem peringatan suhu kritis untuk penyimpanan produk rantai dingin, 

belum melakukan validasi pengiriman vaksin, penyimpanan obat tidak sesuai 

dengan ruangan atau area peruntukannya, dan lain-lain. 

 

A.3.17 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah instalasi farmasi pemerintah yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu 

sebanyak 7 sarana (100% dari target pemeriksaan 7 sarana) dari total 6 sarana IFK 

dan 1 sarana IFP yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari 

total IFP dan IFK yang diperiksa, sebanyak 3 sarana (43%) Memenuhi Ketentuan 
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dan 4 (57%) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 7A. 

 

Gambar 36. Diagram persentase hasil pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah 

 

 
Gambar 37. Grafik hasil pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah per kota/kabupaten 

 

A.3.18 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi Surat 

Peringatan dan Surat Peringatan Keras dengan tembusan kepada gubernur, 

walikota/bupati dan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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Gambar 38. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Instalasi Farmasi Pemerintah 
yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 7 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 

Instalasi Farmasi Pemerintah dengan rincian 3 Surat Peringatan dan 4 Surat 

Peringatan Keras. Sebanyak 6 sarana IFK/IFP yang mendapatkan surat tindak lanjut 

telah melaporkan perbaikan dalam bentuk laporan Corrective and Preventive 

Action/CAPA (85,71% dari 7 sarana terperiksa). Dari tanggapan yang dilaporkan, 

sebanyak 2 CAPA telah dinyatakan closed (33,33% dari 6 CAPA yang dilaporkan). 

 

Gambar 39. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Instalasi Farmasi Pemerintah terhadap 
rekomendasi/hasil keputusan inspeksi 

 

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 7 Instalasi Farmasi Pemerintah yang diperiksa selama tahun 2024 melalui 

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). 
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A.3.19 PENGAWASAN SARANA KLINIK 

Pengawasan sarana Klinik dilakukan dalam rangka memastikan bahwa 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pelaporan, dokumentasi telah sesuai 

dengan aspek Standar Pelayanan Kefarmasian dan peraturan yang berlaku. 

 

 
Gambar 40. Grafik capaian pengawasan sarana Klinik/Balai Pengobatan di Wilayah Kerja Loka 

POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap Klinik 

antara lain melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa kewenangan (legalitas 

perizinan tidak berlaku namun sarana tetap beroperasi), sarana melakukan kegiatan 

pengadaan yang tidak sesuai dengan regulasi, sarana melakukan kegiatan 

penyerahan obat yang tidak sesuai dengan regulasi, penyimpanan obat tidak sesuai 

dengan suhu yang dipersyaratkan, mutasi obat tidak dicatat dengan tertib, dan lain-

lain. 

 

A.3.20 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah klinik/balai pengobatan yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu 

sebanyak 11 sarana (100% dari target pemeriksaan 11 sarana) dari total 28 sarana 

klinik/balai pengobatan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. 

Dari total klinik/balai pengobatan yang diperiksa, sebanyak 5 sarana (45%) 

Memenuhi Ketentuan dan 6 sarana (55%) Tidak Memenuhi Ketentuan. 
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Gambar 41.  Diagram persentase hasil pengawasan sarana Klinik/Balai Pengobatan 

 

 

Gambar 42. Grafik hasil pengawasan sarana Klinik/Balai Pengobatan per kota/kabupaten 

 

A.3.21 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi 

Penghentian Sementara Kegiatan, Surat Peringatan Keras, dan Surat Peringatan 

dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 
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Gambar 43. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Klinik/Balai Pengobatan 
yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 11 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 

Klinik/Balai Pengobatan dengan rincian 5 Surat Peringatan, 5 Surat Peringatan 

Keras, dan 1 Surat Penghentian Sementara Kegiatan. Sebanyak 9 sarana 

Klinik/Balai Pengobatan yang mendapatkan surat tindak lanjut telah melaporkan 

perbaikan dalam bentuk laporan Corrective and Preventive Action/CAPA (81,81% 

dari 7 sarana terperiksa). Dari tanggapan yang dilaporkan, sebanyak 6 CAPA telah 

dinyatakan closed (66,67% dari 9 CAPA yang dilaporkan). 

 

Gambar 44. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Klinik/BP terhadap rekomendasi/hasil 
keputusan inspeksi 
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Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaporkan hasil pengawasan 

terhadap 11 Klinik/Balai Pengobatan yang diperiksa selama tahun 2024 melalui 

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). 

 

A.3.22 SAMPLING PRODUK OBAT 

Jumlah sampel Produk Obat yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten 

Sorong selama tahun 2024 adalah sebanyak 46 sampel dari target 46 sampel. Seluruh 

sampel tersebut telah selesai diuji dengan hasil seluruh sampel Memenuhi Syarat Uji 

(100%) dan seluruh hasil evaluasi label/penandaan Memenuhi Ketentuan (100%). 

Sehingga hasil akhir sampel Memenuhi Syarat sebanyak 46 sampel (100%). Data 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4A. 

 
Gambar 45. Sampling Produk Obat di Sarana Apotek 

 

1) PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN NAPPZA 

Pada tahun 2024 pengawasan sarana distribusi dan pelayanan NAPPZA 

dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat. 

Capaian pengawasan sarana distribusi dan pelayanan NAPPZA sudah termasuk 

dalam capaian  pengawasan  mutu,  keamanan  dan kemanfaatan Obat / produk 

terapetik. 
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Gambar 46. Pemeriksaan distribusi produk obat dan NAPPZA di sarana distribusi obat 

 
1) Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam 

Pengawasan Keamanan, Mutu dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam bertujuan  

untuk memastikan sarana distribusi obat bahan alam tidak mengedarkan produk 

yang ilegal, rusak, kedaluwarsa, mengandung bahan kimia berbahaya dan Tidak 

Memenuhi Ketentuan penandaan. 

Selain itu Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pendampingan terhadap 

Pelaku Usaha UMKM Obat Bahan Alam sehingga mendapatkan sertifikat CPOTB 

Bertahap dan Izin Edar produk Obat Bahan Alam. 

Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap sarana 

obat tradisional antara lain ditemukan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan  

kadaluarsa. 

 

Gambar 47. Grafik capaian pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam di Wilayah Kerja 
Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 
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C.3.1 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Sarana distribusi obat bahan alam yang diperiksa sebanyak 13 sarana (130% 

dari target 10 sarana) dari total 39 sarana di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Sorong. Dari total sarana distribusi obat bahan alam yang diperiksa, sebanyak 12 

sarana (92,31%) Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana (7,69%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7B. 

 

Gambar 48. Diagram persentase hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam 

 

 

Gambar 49. Grafik hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam per kota/kabupaten 
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C.3.2 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Tindak lanjut terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan berupa 

pemberian sanksi administratif Peringatan dengan tembusan kepada Gubernur, 

Walikota/Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sanksi 

peringatan diberikan kepada 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Satu sarana 

yang mendapatkan sanksi Surat Peringatan telah menyelesaikan perbaikan 

dalam bentuk pemusnahan produk obat bahan alam TIE/kedaluwarsa. 

 

Gambar 50. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 
terhadap rekomendasi/hasil keputusan inspeksi 

 

C.3.3 SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT BAHAN ALAM 

Jumlah sampel Obat bahan alam yang diperiksa dan diuji selama tahun 2024 

adalah sebanyak 35 sampel (100% dari target 35 sampel). Seluruh sampel tersebut 

telah selesai diuji dengan hasil 35 sampel Memenuhi Syarat Uji (100%). Evaluasi 

label/penandaan dilakukan terhadap 34 dari 35 sampel (97,14%), adapun 1 sampel 

UMKM yang didampingi tidak dilakukan evaluasi penandaan. Jumlah 

label/penandaan yang Memenuhi Ketentuan adalah 32 dari 34 sampel yang 

dievaluasi (94,11%) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (5,88%). Sehingga 

hasil akhir sampel Memenuhi Syarat sebanyak 33 sampel (94,29%) dan sampel Tidak 

Memenuhi Syarat sebanyak 2 sampel (5,71%). Data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 4A. 
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Gambar 51. Sampling Produk Obat Tradisional 

 

 
Gambar 52. Diagram Persentase Produk Obat Bahan Alam yang Memenuhi Syarat tahun 2024 

 
Tabel 27. Profil Hasil Uji Sampel Obat Bahan Alam Tahun 2024 

Asal 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

Jumlah Sampel 

Selesai Uji 

Hasil Uji 

MS TMS 
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DIPA 

2024 
35 35 35 0 

Total 35 35 35 0 

 

1) Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 

Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa sarana tersebut tidak mengedarkan produk suplemen 

kesehatan yang ilegal, rusak, kedaluwarsa, mengandung bahan kimia berbahaya 

dan Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan. 

 

 
Gambar 53. Pengawasan rutin sarana distribusi suplemen Kesehatan di Loka POM Kabupaten 

Sorong 

 

 
Gambar 54. Grafik capaian pengawasan sarana distribusi Suplemen Kesehatan di wilayah 

kerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 
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D.3.1 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang diperiksa pada tahun 2024 

sebanyak 4 sarana (80% dari target 5 sarana) dari total 24 sarana di wilayah kerja 

Loka POM di Kabupaten Sorong. Adapun 1 target sarana distribusi kesehatan 

dialihkan ke sarana distribusi obat tradisional dalam rangka intensifikasi pengawasan 

obat tradisional pada depot jamu. Kegiatan intensifikasi pengawasan pada sarana 

depot jamu yang dilakukan serentak oleh seluruh unit pelaksana teknis Badan POM 

di tahun 2024 merupakan upaya pengendalian terhadap isu peredaran obat 

tradisional yang mengandung bahan baku obat (BKO). Dari total sarana distribusi 

suplemen kesehatan yang diperiksa sepanjang tahun 2024, seluruhnya Memenuhi 

Ketentuan (100%). Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7B. 

 
Gambar 55. Diagram Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 

yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 
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Gambar 56. Grafik hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan per 

kota/kabupaten 

 

D.3.1 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Tindak lanjut terhadap sarana yaitu berupa pembinaan langsung yang 

dilakukan saat inspeksi. Loka POM di Kabupaten Sorong tidak menerbitkan sanksi 

terhadap sarana distribusi suplemen Kesehatan di tahun 2024 dikarenakan seluruh 

sarana yang diperiksa Memenuhi Ketentuan. 

 

D.3.2 SAMPLING DAN PENGUJIAN SUPLEMEN KESEHATAN 

Jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang diperiksa dan diuji selama tahun 

2024 adalah sebanyak 9 sampel (100% dari target 9 sampel). Seluruh sampel tersebut 

telah selesai diuji dengan hasil 9 sampel Memenuhi Syarat Uji (100%). Evaluasi 

label/penandaan dilakukan terhadap 9 sampel, dengan jumlah label/penandaan yang 

Memenuhi Ketentuan adalah 8 sampel (88,89%) dan 1 sampel Tidak Memenuhi 

Ketentuan (11,11%). Sehingga hasil akhir sampel Memenuhi Syarat sebanyak 8 

sampel (88,89%) dan sampel Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1 sampel (11,11%) 

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4D. 



 

64 
 

 

Gambar 57. Diagram Persentase Pengujian Produk Suplemen Kesehatan yang Memenuhi 
Syarat tahun 2024 

 
Tabel 28. Profil Hasil Uji Sampel Suplemen Kesehatan 

Asal 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

Jumlah Sampel 

Selesai Uji 

Hasil Uji 

 

MS TMS 

DIPA 

2023 
9 9 9 0 

Total 9 9 9 0 

 

 

D.3.3 SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT KUASI 

Jumlah sampel Obat Kuasi yang diperiksa dan diuji selama tahun 2024 adalah 

sebanyak 2 sampel (100% dari target 2 sampel). Seluruh sampel tersebut telah 

selesai diuji dengan hasil 2 sampel Memenuhi Syarat Uji (100%). Evaluasi 

label/penandaan dilakukan terhadap 2 sampel, dengan jumlah label/penandaan yang 

Memenuhi Ketentuan adalah 2 sampel (100%). Sehingga hasil akhir sampel 

Memenuhi Syarat sebanyak 2 sampel (100%). Data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 4C. 
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Gambar 58. Diagram Persentase Produk Obat Bahan Alam yang Memenuhi Syarat tahun 2024 

 
Tabel 26. Profil Hasil Uji Sampel Obat Kuasi 

Asal 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

Jumlah Sampel 

Selesai Uji 

Hasil Uji 

 

MS TMS 

DIPA 

2024 
2 2 2 0 

Total 2 2 2 0 

 

1) PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN KEMANFAATAN KOSMETIK 

Pengawasan sarana distribusi kosmetik dilakukan dalam rangka memastikan 

bahwa sarana  distribusi tidak  mengedarkan  produk  kosmetik  yang  ilegal,  rusak,  

kedaluwarsa, mengandung bahan kimia berbahaya dan Tidak Memenuhi Ketentuan 

penandaan. 
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Gambar 59. Grafik Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik di Wilayah Kerja Loka 

POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

 
E.3.1 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah sarana distribusi kosmetik yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu 

sebanyak 37 sarana (105,71% dari target pemeriksaan 35 sarana) dari total 184 

sarana di wilayah kerja. Rincian sarana distribusi kosmetik yang diperiksa adalah 33 

sarana pengecer dan/atau salon, 3 klinik kecantikan, dan 1 badan usaha pemilik 

notifikasi. Dari total 37 sarana yang diperiksa, sebanyak 16 sarana (43,24%) 

Memenuhi Ketentuan dan 21 sarana (56,76%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Data 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7B. 

Temuan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap sarana 

distribusi kosmetik antara lain sarana memajang produk kosmetik tanpa izin edar, 

kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya. 
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Gambar 60. Diagram Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik yang 

Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 

 
Gambar 61. Grafik hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik per kota/kabupaten 
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Gambar 62. Pengawasan rutin sarana distribusi Kosmetik di Loka POM Kabupaten Sorong 

 

E.3.2 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Tindak lanjut terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan berupa 

pemberian sanksi administratif Surat Peringatan dan Surat Peringatan Keras 

dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi 

ketentuan berupa pemusnahan dan pengembalian produk. 

 

Gambar 63. Diagram persentase hasil keputusan inspeksi sarana Distribusi Kosmetik yang 
diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong 

menerbitkan sejumlah 17 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana 
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distribusi kosmetik dengan rincian 15 Surat Peringatan dan 2 Surat Peringatan 

Keras. Sebanyak 15 sarana distribusi kosmetik yang mendapatkan surat tindak 

lanjut telah melaporkan perbaikan dalam bentuk pemusnahan produk kosmetik yang 

tidak memenuhi ketentuan dan/atau laporan Corrective and Preventive 

Action/CAPA (88,24% dari 17 sarana terperiksa). Dari tanggapan yang dilaporkan, 

sebanyak 15 tanggapan telah dinyatakan closed (100% dari 15 tanggapan yang 

dilaporkan). 

 

Gambar 64. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Sarana Distribusi Kosmetik terhadap 
rekomendasi/hasil keputusan inspeksi 

 

E.3.3 SAMPLING DAN PENGUJIAN KOSMETIK 

Jumlah sampel Kosmetik yang diperiksa dan diuji selama tahun 2024 adalah 

sebanyak 70 sampel (101,44% dari target 69 sampel). Seluruh sampel tersebut telah 

selesai diuji dengan hasil 70 sampel Memenuhi Syarat Uji (100%). Evaluasi 

label/penandaan dilakukan terhadap 70 sampel, dengan jumlah label/penandaan 

yang Memenuhi Ketentuan adalah 66 sampel (95,71%) dan 3 sampel Tidak 

Memenuhi Ketentuan (4,29%). Sehingga hasil akhir sampel Memenuhi Syarat 

sebanyak 67 sampel (95,71%) dan sampel Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3 

sampel (4,29%). Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4E. 
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Gambar 65. Diagram Persentase Produk Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2024 

Tabel 27. Profil Hasil Uji Sampel Kosmetik 

Asal Sampel Jumlah Sampel Jumlah Sampel Selesai Uji 

Hasil Uji 

 

MS TMS 

DIPA 2024 70 70 67 3 

Total 70 70 67 3 

 

1) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan  

F.3.1 PENGAWASAN PRE MARKET 

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan pre market berupa 

pendampingan dan sertifikasi ke sarana produksi pangan olahan, obat tradisional 

dan kosmetik untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan telah diproduksi 

sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Produksi 

Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik 

(CPKB) dengan total target pendampingan sebanyak 9 UMK (7 UMK Pangan 

Olahan, 1 UMK Obat Tradisional dan 1 UMK Kosmetik). 

Loka POM di Kabupaten Sorong sepanjang tahun 2024 telah melakukan 

pendampingan kepada 7 pelaku UMK pangan olahan, sebanyak 6 UMK didampingi 

sesuai mekanisme pedoman dan 1 UMK didampingi di luar mekanisme. Dari 6 UMK 

yang didampingi sesuai mekanisme pedoman telah diterbitkan 7 Izin Penerapan 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk 6 pelaku UMK pangan 

olahan yang sudah memenuhi persyaratan. Izin Penerapan CPPOB tersebut akan 
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merupakan salah satu persyaratan dalam rangka pendaftaran produk pangan 

olahan untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM RI MD pada proses e-registrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 66. Pendampingan sarana produksi pangan olahan di Sorong Raya 

Selain pendampingan ke UMK Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten 

Sorong juga melakukan pendampingan dan sertifikasi ke sarana produksi obat 

tradisional untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan telah diproduksi sesuai 

dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB). Loka POM di 

Kabupaten Sorong sepanjang tahun 2024 telah melakukan pendampingan kepada 

1 pelaku UMK obat tradisional, telah diterbitkan 1 rekomendasi CPOTB Bertahap  

Surat Rekomendasi CPOTB Bertahap merupakan capaian output Loka POM di 

Kabupaten Sorong sebagai salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh 

sertifikat CPOTB Bertahap yang merupakan salah satu satu syarat dokumen 

pendaftaran produk obat tradisional untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM RI 

pada proses e-registrasi. 

Komoditi lain yang ikut didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong 

dalam memperoleh Nomor Izin Edar adalah kosmetik. Terdapat 1 UMK kosmetik 

yang didampingi Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 dan telah 

menyiapkan permohonan persetujuan denah. 

 
F.3.2 PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN 

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan 

terhadap 44 sarana produksi pangan olahan dari 40 target sarana dengan persentase 

capaian 110%. Pengawasan dilakukan terhadap 15 sarana industri pangan olahan 

dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD dan 29 sarana Industri Rumah Tangga Pangan 

(IRTP). Dari 44 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa, 31 sarana Memenuhi 
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Ketentuan dengan persentase 70,45% dan 13 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 

dengan persentase 29,55%. Persentase sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan 

(72,73%) sudah melebihi dari target Loka POM di Kabupaten Sorong, yaitu 67%. Data 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6E. 

 

Gambar 67. Grafik Capaian Pengawasan Sarana Produksi Pangan MD di Wilayah Kerja Loka 
POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

 
Gambar 68. Grafik Capaian Pengawasan Sarana IRTP di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 

Sorong tahun 2024 

 

F.3.3 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Target pengawasan sarana produksi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah 

44 sarana produksi, seluruhnya merupakan sarana produksi pangan olahan. Jumlah 

sarana produksi Industri Pangan Olahan yang aktif di Loka POM di Kabupaten 
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Sorong pada tahun 2024 adalah 21 sarana dengan peta sebaran lokasi 3 sarana di 

Kabupaten Sorong, 1 sarana di Kabupaten Sorong Selatan, 1 sarana di Kabupaten 

Raja Ampat dan 18 sarana di Kota Sorong. Pengawasan dilakukan terhadap 15 

sarana produksi Industri Pangan Olahan dengan kriteria sarana yang masih aktif 

berproduksi dan sarana yang sudah memiliki Nomor Izin Edar BPOM RI MD di tahun 

2023. Dari 21 sarana produk MD yang terdapat di wilayah Loka POM di Kabupaten 

Sorong, sebanyak 6 (enam) sarana produksi Industri Pangan Olahan tidak menjadi 

target pemeriksaan di tahun 2024 (tidak diperiksa) dengan justifikasi 1 sarana 

produksi merupakan PMR (PT Citraraja Ampat Canning), 1 sarana produksi sudah 

tutup, 1 sarana belum berproduksi (Koperasi Lingkar Jerat Papua) dan 1 sarana tidak 

berproduksi lagi (UMK Putri Papua) sedangkan 2 sarana produksi sedang dalam 

proses registrasi nomor izin edar. 

Dari 15 sarana MD yang diperiksa, 13 sarana Memenuhi Ketentuan (86,67%) 

dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (15,38%). Temuan hasil pengawasan 

sarana produksi Industri Pangan Olahan antara lain belum tersedianya laboratorium 

yang memadai untuk sarana produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), belum 

terdapat prosedur release product dan kebersihan lingkungan di sekitar sarana 

produksi dan di dalam sarana produksi belum terjaga. Data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 6. 
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Gambar 69. Diagram Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD yang 
Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 

 

Gambar 70. Grafik hasil pengawasan sarana produksi pangan MD per kota/kabupaten 

 

F.3.4 PENGAWASAN SARANA PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA 

PANGAN (IRTP) 

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengawasan terhadap 

sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebanyak 29 sarana dari 25 

sarana yang menjadi target pengawasan. Kelebihan jumlah sarana tersebut 

merupakan kenaikan dari total target keseluruhan pengawasan sarana produksi 

pangan olahan dengan capaian sebesar 110%.  Sepanjang tahun 2024, dari 29 

sarana produksi IRTP yang telah diperiksa, diperoleh hasil 18 sarana Memenuhi 

Ketentuan dengan persentase 62,07% dan 11 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 

dengan persentase 37,83%. Temuan hasil pengawasan sarana produksi industri 

rumah tangga pangan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong antara lain peralatan 

produksi dan ruangan produksi dalam keadaan kotor, tidak tersedia tempat sampah 

bertutup, menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa, penyimpanan bahan 

baku yang tidak sesuai (tidak menggunakan pallet, menempel ke dinding), serta 

lingkungan di sekitar dan di dalam sarana produksi tidak terawat. Data lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 6E. 
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Gambar 71. Diagram Persentase Hasil Pemeriksaan IRTP yang Memenuhi Ketentuan Tahun 
2024 

 

Gambar 72. Grafik hasil pengawasan sarana IRTP per kota/kabupaten 

 

F.3.5 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Temuan hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong ditindaklanjuti sesuai 

dengan Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan. 

Tindak lanjut yang diberikan berupa sanksi administrasi dalam bentuk surat tindak 

lanjut hasil pemeriksaan dan surat peringatan yang ditembuskan ke Direktorat 

Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM untuk sarana produksi Industri 

Pangan Olahan dan surat rekomendasi peringatan yang ditujukan ke Dinas 
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Kesehatan Kabupaten / Kota setempat untuk sarana produksi Industri Rumah 

Tangga Pangan (IRTP). Selain itu, tindak lanjut juga dilakukan dengan memberikan 

pembinaan langsung kepada pemilik atau penanggung jawab sarana agar lebih 

melakukan kontrol secara rutin dan mandiri terhadap produk yang diproduksinya 

sehingga tidak ditemukan lagi pelanggaran yang berulang.  

Hasil pemeriksaan terhadap 44 sarana produksi telah dilaporkan melalui sistem 

informasi dan pelaporan terpadu (SIPT). Pada tahun 2024, sarana produksi pangan 

olahan yang mendapat tindak lanjut surat peringatan untuk sarana produksi Industri 

Pangan Olahan dan surat rekomendasi peringatan untuk Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP) dengan hasil pengawasan Tidak Memenuhi Ketentuan adalah 13 

sarana produksi (2 sarana produksi Industri Pangan Olahan dan 11 sarana produksi 

Industri Rumah Tangga Pangan) dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk 

sarana produksi Industri Pangan Olahan dengan hasil pengawasan Memenuhi 

Ketentuan sebanyak 13 sarana produksi, sehingga total surat tindak lanjut yang 

diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk sarana produksi adalah sebesar 13 

surat surat tindak lanjut pemeriksaan, 1 surat peringatan, serta 11 surat rekomendasi 

peringatan dari total 44 sarana produksi yang diperiksa (54,54%). Dari 14 sarana 

produksi pangan olahan (MD) yang diberikan surat tindak lanjut dan/atau surat 

peringatan, 10 sarana (71,42%) telah menindaklanjuti surat tindak lanjut yang 

diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari 11 sarana IRTP yang diterbitkan 

surat rekomendasi peringatan, Dinas Kesehatan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, 

dan Kabupaten Tambrauw telah menindaklanjuti total 11 balasan/tanggapan terhadap 

surat rekomendasi Loka POM di Kabupaten Sorong (100%). Data lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 8A dan 8B. 
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Gambar 73. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Produksi Pangan MD terhadap 
rekomendasi/hasil keputusan inspeksi 

 

 

Gambar 74. Diagram persentase respon pemangku kepentingan terhadap rekomendasi/hasil 
keputusan inspeksi sarana IRTP 

 

F.3.6 PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK PANGAN 

Pengawasan sarana distribusi pangan di Loka POM Kabupaten Sorong 

dilakukan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa sarana tersebut tidak 

mengedarkan produk pangan yang ilegal, rusak, kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi 

Ketentuan penandaan.  

  

Gambar 75. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan 

 

F.3.7 PENGAWASAN OLEH LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa selama tahun 2024 yaitu 

sebanyak 164 sarana (117,14% dari target pemeriksaan 140 sarana) dari total 1.464 

sarana yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Dari total 

sarana distribusi pangan yang diperiksa, sebanyak 124 sarana (75,61%) Memenuhi 
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Ketentuan dan 40 sarana (24,39%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Data lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 7C. 

 
Gambar 76. Grafik Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Pangan di Wilayah Kerja Loka POM 

di Kabupaten Sorong tahun 2024 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 77. Diagram Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan yang Memenuhi 
Ketentuan Tahun 2024 
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Gambar 78. Grafik hasil pengawasan sarana distribusi pangan per kota/kabupaten 

F.3.8 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Temuan hasil pengawasan sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi 

ketentuan antara lain ditemukan memajang untuk dijual produk pangan yang rusak 

dan kadaluarsa, ketidaksesuaian sanitasi dan higiene, penyimpanan yang tidak 

sesuai, dan pengendalian hama yang tidak dilakukan. Tindak lanjut terhadap produk 

yang tidak memenuhi ketentuan berupa pemusnahan produk rusak dan kadaluarsa 

oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas serta memberikan sanksi administrasi 

berupa surat peringatan yang ditembuskan ke Gubernur, Walikota/Bupati dan 

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten / Kota terkait setempat. Pembinaan 

langsung diberikan agar pemilik rutin melakukan pengontrolan secara mandiri 

terhadap produk yang diperjualbelikan sehingga tidak ditemukan lagi pelanggaran 

yang berulang. Seluruh hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan telah 

dilaporkan melalui sistem informasi dan pelaporan terpadu (SIPT). 

Pada tahun 2024, sarana distribusi pangan yang mendapat surat tindak lanjut 

dan/atau surat peringatan adalah sebanyak 58 sarana (35,36% dari 164 sarana 

yang diperiksa). Dari 58 sarana distribusi pangan olahan yang diberikan surat tindak 

lanjut dan/atau surat peringatan, 42 sarana (72,41%) telah memberikan 

balasan/tanggapan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di 

Kabupaten Sorong. 
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Gambar 79. Diagram persentase respon Pelaku Usaha Sarana Distribusi Pangan terhadap 
rekomendasi/hasil keputusan inspeksi 

 

F.3.9 SAMPLING PANGAN  

Jumlah sampel Produk Pangan Olahan dan kemasan pangan yang diperiksa 

selama tahun 2024 adalah sebanyak 60 sampel dari target 60 sampel (100%). Seluruh 

sampel tersebut telah selesai diuji dengan hasil Memenuhi Syarat Uji sebanyak 59 

sampel (98,33%) dan hasil Tidak Memenuhi Syarat Uji sebanyak 1 sampel (1,67%). 

Evaluasi label/penandaan dilakukan terhadap 50 dari 60 sampel, adapun 10 sampel 

yang terdiri atas sampel pangan UMKM yang didampingi dalam fasilitasi penerbitan 

izin edar dan sampel pangan basah/PJAS tidak dilakukan evaluasi penandaan (tidak 

memiliki label). Jumlah label/penandaan yang Memenuhi Ketentuan adalah 50 dari 50 

sampel yang dievaluasi (100%). Sehingga hasil akhir sampel Memenuhi Syarat 

sebanyak 59 sampel (98,33%) dan sampel Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1 

sampel (1,67%) Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4F. 
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Gambar 80. Diagram Persentase Produk Pangan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 

 
Gambar 81. Kegiatan Sampling Produk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan 

Seluruh sampel produk pangan olahan dan kemasan pangan yang telah masuk 

di laboratorium telah diuji Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan Pedoman 

Sampling Pangan Tahun 2024.  

Tabel 28. Profil Hasil Uji Sampel Pangan Air 

Asal Sampel 
Jumlah 

Sampel 

Jumlah Sampel 

Selesai Uji 

Hasil Uji 

MS TMS 

DIPA 2024 60 60 59 1 

Total 60 60 59 1 
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F.3.10 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong tidak menerbitkan surat 

rekomendasi/tindak lanjut dari hasil sampling dan pengujian pangan olahan. 

Adapun hasil Tidak Memenuhi Syarat terhadap 1 sampel pangan olahan telah 

dilaporkan melalui SIPT kepada Kepala Badan untuk ditindaklanjuti. 

1) Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan 

Makanan 

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menerbitkan 7 Izin 

Penerapan CPPOB bagi usaha mikro dan kecil, melakukan 5 kali audit sertifikasi 

dalam rangka verifikasi Izin Penerapan CPPOB kepada 5 UMKM, menerbitkan 1 

rekomendasi sertifikat CPOTB bertahap dan menyelesaikan 7 pemeriksaan PBF dan 

evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. Data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 9. 

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki target 

pendampingan UMKM sebanyak 9 UMKM yang terdiri dari 7 UMKM pangan 

olahan, 1 UMKM obat bahan alam dan 1 UMKM kosmetik. Target tersebut 

terealisasi dengan selesainya dilakukan seluruh tahapan pendampingan terhadap 

10 UMKM dengan rincian 8 UMKM pangan olahan, 1 UMKM obat tradisional dan 

1 UMKM kosmetik. Dari 10 UMKM yang didampingi selama tahun 2024, Realisasi 

sarana yang didampingi memenuhi standar adalah sebesar 66,67%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Terhadap target 7 UMKM pangan olahan telah dilakukan seluruh tahapan 

pendampingan (100%) dengan jumlah sarana yang didampingi yang 

memenuhi standar sebanyak 7 UMKM (100%); 

2. Terhadap 1 UMKM UMOT telah dilakukan seluruh tahapan pendampingan 

(100%) dengan jumlah sarana yang didampingi yang memenuhi standar 

sebanyak 1 UMKM (100%); 

3. Terhadap 1 UMKM Kosmetik telah dilakukan seluruh tahapan pendampingan 

(100%) dengan jumlah sarana yang didampingi yang memenuhi standar 

sebanyak 0 UMKM (0%). 
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1) Pemantauan Iklan dan Label   

H.3.1 Pemantauan/pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Sorong 

Pemantauan/pengawasan iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

pangan, kosmetika, dan rokok dilaksanakan dengan mengevaluasi tayangan iklan 

melalui media teknologi informasi, media cetak, media elektronik, dan media luar 

ruang. Jumlah iklan yang diawasi pada tahun 2024 sebanyak 423 iklan. 

Hasil penilaian terhadap 423 iklan yaitu 246 iklan (58,16%) Memenuhi 

Ketentuan dan 177 iklan (41,84%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Tindak lanjut terhadap 

iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan dilakukan oleh Badan POM berupa peringatan 

dan perintah penarikan/penghentian penayangan iklan.  Data lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran Tabel 11. 

Pelanggaran iklan yang tidak memenuhi ketentuan antara lain mencantumkan 

klaim yang dilarang, tidak mencantumkan peringatan dan perhatian, posisi iklan rokok 

luar ruang memotong jalan, dan menampilkan obat rokok yang belum memperoleh 

persetujuan. Hasil tersebut dilaporkan setiap bulan ke Badan POM dan ditindaklanjuti 

berupa penghentian penayangan iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan. 

 
Gambar 82. Persentase Hasil Pengawasan Periklanan Loka POM di Kab. Sorong Tahun 2024 

Selain melakukan pengawasan terhadap iklan secara rutin, dilakukan 

pengawasan terhadap label yang terdapat pada kemasan Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Produk Tembakau yang disampling. 

Jumlah label yang diawasi selama tahun 2024 yaitu 270 label. Dari 201 label yang 
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diawasi, sebanyak 244 label (90,37%) Memenuhi Ketentuan dan 26 label (9,63%) 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).  

 
Gambar 83. Persentase Hasil Pengawasan Label Loka POM di Kab. Sorong Tahun 2024 

 

1) Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 

Kegiatan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan dilakukan dalam 

rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, 

suplemen kesehatan dan pangan yang beresiko terhadap kesehatan. Penindakan 

merupakan tindakan ultimum remedium yaitu upaya terakhir dalam pengawasan, 

apabila tindakan pembinaan dan tindakan administratif tidak menimbulkan efek jera 

kepada pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan penindakan terdiri dari penyusunan data 

rawan kasus, operasi intelijen dan penyidikan perkara tindak pidana di bidang obat 

dan makanan.  

a. Data Rawan Kasus 

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai catchment area sebanyak 5 

kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat. Penyusunan peta rawan kasus 

dilakukan untuk 5 kabupaten dan 1 Kota yang merupakan wilayah pengawasan 

Loka POM di Kabupaten Sorong. Penyusunan data rawan kasus dilakukan setiap 

bulan pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) (website penindakan.pom.go.id) 

pada modul peta rawan kasus. Pada tahun 2024 petugas Loka POM di Kabupaten 

sorong telah melakukan penginputan data rawan kasus sebanyak 21 (dua puluh 
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satu) laporan yang telah diverifikasi. Adapun rincian dari laporan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Laporan rawan kasus untuk komoditi kosmetika sebanyak 37 kasus, 36 kasus 

diantaranya berlokasi di Kota Sorong, sementara 1 kasus lainnya berlokasi di 

Kabupaten Sorong. 

2. Laporan rawan kasus untuk komoditi Kosmetik sebanyak 33 kasus, komoditi 

Obat Tradisional sebanyak 2 kasus dan komoditi obat sebanyak 2 kasus. 

I.3.1 Invesigasi Awal 

a. Operasi Intelijen 

Selama tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan 50 (lima 

puluh) Laporan Informasi diantaranya:  

- 1 Laporan Informasi Pangan Olahan 

- 2 Laporan Informasi Obat 

- 6 Laporan Informasi Obat Tradisional 

- 41 Laporan Informasi Kosmetika 

Diantara laporan informasi tersebut, 2 Laporan Informasi dilanjutkan ke tahap 

Operasi Intelijen terkait pengiriman yaitu terkait Kosmetik Tidak memenuhi 

syarat dan ketentuan. Sebanyak 45 Laporan Informasi ditindaklanjuti dengan 

pengawasan.  

 
Gambar 84. Grafik Capaian Investigasi Awal Loka POM di Kab. Sorong 
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I.3.2 PENYIDIKAN 

I.3.2.1 PENYIDIKAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melalui fungsi Penindakan 

melakukan kegiatan Intelijen/Operasi Intelijen dan menghasilkan Laporan Informasi 

(LI) sebanyak 52 (lima puluh dua) Laporan Informasi. Dari total 52 laporan Informasi 

sebanyak 2 (dua) kasus ditindaklanjuti ke Operasi Intelijen dan dengan hasil Gelar 

Perkara bersama Korwas PPNS dilanjutkan hingga Pro Justitia yang ditangani 

langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kabupaten 

Sorong. Dua perkara yang ditangani Loka POM Sorong pada tahun 2024 terkait 

tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak 

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan 

mutu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 435 j.o Pasal 138 ayat (2) Undang-

undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh tersangka 

sebagai berikut : 

No Nama 
Tersangka 

Barang Bukti 

1 HK 1 (satu) paket Brilliant Rejuv Set senilai Rp 220.000,   

1 (satu) Pcs HB Super glow by Marzy Shop Senilai Rp 
110.000, 

4 (empat) pcs Qnicare Whitening Under Arm Senilai 
520.000, 

1 (satu) pcs Brilliant Tined Sunscreen Senilai Rp 120.000 

2 NQ 1 (satu) paket Brilliant Rejuv Set senilai Rp 220.000, 

2 (dua) pcs FF Slimming Herbal Set Senilai Rp 250.000 

1 (satu) pcs HB Bibit Pemutih by Nhunu Shop Senilai Rp. 
180.000 

Progres penyelesaikan perkara untuk kedua perkara, sampai dengan 

November tahun 2024 sudah pada tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Buktii 

kepada Kejaksaan Negeri Sorong (Tahap II Perkara).  



 

87 
 

 

Gambar 85. Pelaksanaan Operasi Penindakan Peredaran Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat 

 

1) Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen 

J.3.1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi  

Komunikasi, Informasi dan Edukasi merupakan kegiatan penyampaian informasi 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, keluarga dan 

masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun daring berupa penyebaran 

informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, dll serta secara tidak 

langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau 

media lainnya. 

Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan KIE secara langsung 

dan secara tidak langsung. KIE secara langsung dilakukan sebanyak 34 kali dengan 

jumlah peserta sebanyak 1801 orang. KIE secara langsung dilakukan kepada pelajar, 

mahasiswa, pelaku usaha, anggota pramuka, masyarakat umum, asosiasi dan 

komunitas. Adapun KIE secara tidak langsung dilakukan melalui media sosial, media 

cetak (leaflet) dan media digital (berita online dan sms blast). Jumlah konten KIE yang 

diupload di media sosial (facebook, instagram, tweeter, youtube) Loka POM di 

Kabupaten Sorong tahun 2024 adalah sebanyak 310 konten, KIE melalui media cetak 

sebanyak 28 leaflet dan 1 buku, KIE melalui media digital sebanyak 18 berita online, 

1 e-book dan 1 sms blast. 

 



 

88 
 

 

Gambar 86. KIE Secara Langsung Kepada Komunitas 

 

 
Gambar 87. KIE Secara Langsung Kepada Pelajar 
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Gambar 88. KIE Secara Langsung Kepada Anggota Pramuka 

 

 

 
Gambar 89. KIE Secara Langsung Kepada Masyarakat 
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Gambar 90. KIE Secara Langsung Kepada Pelaku Usaha 
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